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Menimbang:a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang

bersih, berwibawa, be rtanggungiawab, memiliki integritas dan

menegakan disiplin dalam menjdankan tugas di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Enrekang, diperlukan peningkatan disiplin

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Enrekang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lcmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor

244, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua

atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
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Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2Ol4 terrtarrg Administrasi

Pemerintahan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 87

Tahun 2005 tentang Pedoman Peningakatan Pelaksanaan

Efesiensi, Penghematan dan Disiplin Ke{a ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O1O tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 74, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor I I Tahun 2Ol4 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O14 Nomor 63, Tambahan lcmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6037);

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2l Tahun

2O10 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2O10 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 28 Tahun 2Ol3 tentang

Penerapan 5 (lima) Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun

2015 Nomor 28);

10. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata

Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah

Kabupaten Enrekang Tahun 2O16 Nomor 2l) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS

PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI

LINGKUNGAN PEMERIIYTAH KABUPATEN ENREKANG.
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BtrB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupa.ti ini yang dimaksud dengan :

l. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Enrekang.

2. Bupati adalah Bupati Enrekang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang

selanjutnya disingkat PPK.

3. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu

Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Enrekang.

4. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Enrekang yang

selanjutnya disingkat BKDD adalah PD yang mempunyai tugas pokok dan

fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Enrekang.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN

secara tetap oleh pejabat pembina kepega.waian untuk menduduki jabatan

pemerintahan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang.

6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon

Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.

7. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk mennati kewajiban dan

menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau

dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

8. Jam Kerja adalah jam kerja yang harus dipatuhi oleh pegawai dalam

melaksanakan tugas setiap hari.

9. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS

yang tidak menaati kewajiban dan/ atau melanggar larangan ketentuan

disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam keda.

lO. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan atau dapat didengar oleh

orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio,

televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya.

11. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan/ atau perasaan secara tertulis baik

dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan

dan lainlain yang serupa dengan itu.

12. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindalan yang dilalrukan

oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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13. Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkarr kepada PNS karena melanggar

peraturan disiplin PNS.

14. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang

tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya bempa

keberatan atau banding administratif.

15. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang

tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang

berwenang menghukum kepada Atasan Pejabat yang berwenang

menghukum.

16. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh

PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian

dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak

dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang

menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

17. Pejabat yang berwenang menghukum adalah Pejabat yang diberi wewenang

menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran

disiplin.

18. Atasan Pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari
Pejabat yang berwenang menghukum.

19. Tim Penyelesaian Masalah Disiplin PNS adalah Tim yang dibentuk dan

ditetapkan oleh Bupati yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam

melakukan kajian terhadap permasalahan dugaan pelanggaran disiplin

sedang/ berat untuk memberikan rekomendasi penyelesaian kepada Bupati

Enrekang.

2O. Cuti Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan Cuti adalah

keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

21. Terlapor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran

disiplin.

22. Pelapor adalah seseorang karena ha} atau kewajibannya berdasarkan

peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat

yang berrrenang tentang telah dan/atau sedang adanya peristiwa

pelanggaran disiplin.

23. Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan

kepada pejabat yang berwenang untuk menindak Pegawai Negeri Sipil yang

telah melakukan pelanggaran disiplin.

24. l-aporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada

pejabat yang berwenang tentang sedang dan /atau telah tedadi pelanggaran

disiplin.
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Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/ atau tertulis yang

disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang
berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pegawai Negeri Sipil
yang diduga telah melakukan pelanggaran disiplin
Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
Pejabat yang berwenang adalah Pejabat pembina kepegawaian atau pejabat

yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 2

Peraruran Bupati ini berlaku juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peratu.ran Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi pejabat darr

Pegawai Negeri Sipil yang berkepentingan dalam melalsanakan penegakan

disiplin PNS.

Pasal 4

Penegakan Disiplin PNS bertujuan untuk :

a. meningkatkan fungsi pembinaan disiplin bagi pejabat atau PNS yang

berkepentingan;

b. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

c. meningkatkan disiplin, baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup

bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;

d. menjamin kelancaran dalam pelaksanazrn tugas dan suasana kerja yang

harmonis dan kondusif;

e. meningkatkan kua.litas kerja dan perilaku PNS yang profesional bebas dari

intervensi politik, bersih dari praktik KKN; dan

f. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

Pasal 5

Ruang Lingkup Disiplin PNS meliputi:

a. kewajiban dan larangan;

b. disiplin jam ke{a; dan

c. hukuman disiplin.
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BAB III
KEWAJIBAN DAN I..A.RANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 6

Setiap PNS wajib:

a. mengucapkan sumpah/janji PNS;

b. mengucapkan sumpah/janji jabatan;

c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

Pemerintah;

d. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh

pengaMian, kesadaran, dan tanggung jawab;

f. menjunjung tingg kehormatan negurra, Pemerintah, dan martabat PNS;

g. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang,

dan/atau golongan;

h.memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah

harus dirahasiakan;

i. bekerja dengan jujur, tertib, cerrnat, dan bersemangat untuk kepentingan

neg€rra;

j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang

dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di

bidang keamanan, keuangan, dan materiil;

k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

l. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;

m.menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;

n. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

o. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;

p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan

q. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

larangan

Pasal 7

Setiap PNS dilarang:

a. menyalahgunakan qrewenang;

b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/ atau orang

lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
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c. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekeqia untuk negara lain
dan/atau lembaga atau organisasi intemasional;

d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya

masyaralat asing;

e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan

barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat
berharga milik negara secara tidak sah;

f. melalrukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau

orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau

tidak langsung merugikan negara;

g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapa.pun baik

secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat

dalam jabatan;

h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang

berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya baik secara verbal maupun

non verbal;

j. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat

menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga

mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

k. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Ralcyat

Daerah (meliputi daerah Provinsi dan daerah Ihbupaten / Kota), dengan cara :

f. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau

atribut PNS;

3. sebagai p€serta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/ atau

4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

m. memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden dengan

cara:

l. membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau

merugikalah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/ atau

2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap

pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan

sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruzrn,

atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya,

anggota keluarga, dan masyarakat;



-8-

n. memhrikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau

calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (meliputi daerah Provinsi dan

daerah Kabupaten / Kota) dengan cara memberikan surat dukungan disertai

foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk

sesuai peraturan perundang-undangan; dan

o. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

(meliputi daerah kovinsi dan daerah Kabupaten/ Kota), dengan cara :

1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah;

2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan

kampanye;

3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau

merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/ atau

4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap

pasangan calon yang menjadi peserta pernilu sebelum, selama, dan

sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan,

atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya,

anggota keluarga, dan masyarakat.

BAB IV

DISIPLIN JAM KER.IA

Bagian Kesatu

Pelaksana

Pasal 8

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan PNS di lingkungan

Pemerintah Daerah.

(21 Bupati dapat mendelegasikan wewenang kepada Kepala PD untuk

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap PNS guna mentaati

ketentuan disiplin jam kerja, pelaksanaan apel pagi dan pengisian daftar

hadir di lingkungan PD masing-masing.

(3) Di setiap tingkungan PD ditunjuk petugas yang tugas dan fungsinya

membidangi kepegawaian sebagai pengelola jam kerja dan absensi.

(4) Penunjukkan petugas 56fageiman4 dimaksud pada ayat (3), ditetapkan

dengan Keputusan Kepala PD.

(5) Bupati menginstruksikan kepada kepala PD melalui petugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) untuk melaporkan La.poran Rekapitulasi Absensi di

lingkungan PD paling lambat tanggal 1O pada bulan berikutnya melalui

BKDD.
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Bagian Kedua

Hari dan Jam Keda

Pasal 9

(1) Hari kefa umum bagi PNS yang bekeda di lingkungan Pemerintah Daerah

yaitu 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari Senin sampai dengan Jumat.

(21 Jumlah jam keda umum efektif dalam 5 (lima) hari ke{a sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pafing sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam

dengan pengaturan sebagai berikut :

a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul O7.3G-16.O0 wita dan

waktu istirahat pukul f 2.00 - 13.O0 wita;

b. Hari Jumat pukul 07.0O-16.30 wita dan waktu istirahat pukul I l.3O-

14.O0 wita.

(3) Dalam pelaksanaan Hari dan Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(l) dan ayat (21, setiap PD wajib melaksanakan apel pagi yang diikuti
seluruh PNS, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Upacara Bendera hari Senin pukul 07.3O atau hari besar nasional lainnya

waktu meneye suaikan.

b. Hari Selasa sampai dengan hari Kamis pukul O7.30 wita; dan

c. Hari Jumat pukul O7. 15 wita dan dilanjutkan dengan kegiatan senam

pagi/olahraga.

(4) Perubahan pengaturan jam kerja sebagaimana dimalsud pada ayat (2)

dapat dilakukan terkait adanya hari besar keagamaan atau cuti bersama,

dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal l0
(1) PNS wajib mentaati ketentuan Jam Keda sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat l2l, dengan mengisi daftar hadir setiap hari kerja.

(21 PNS wajib mentaati ketentuan apel pagi sebagaimana dimalsud dalam Pasal

9 ayat (3), dengan mengisi daftar hadir apel pagi setiap hari kela di

lingkungan PD masing-masing.

Pasal I I
(1) Selain hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat l2l

bagi:

a. PD yang berfungsi memberikan pelayanan yang sifatnya langsung dan

mendesak dan/atau yang mencakup kepentingan masyarakat luas,

seperti Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan

Masyarakat Pembantu dan pelayanan lainnya yang sejenis;

b. Lembaga Pendidikan meliputi Taman Kanak-Kanak/ sederajat; dan
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c. PD yang melakukan tugas pelayanan secara terus menerus selama 24

(dua puluh empat) jam termasuk pada hari libur mengatur jam kerja
secara bergiliran (shifi).

(21 Pengaturan jam kerja secara bergiliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, 6ilgtapkan oleh Kepala PD, yang dilaporkan kepada Bupati melalui

BKDD paling lama7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

(1)

(21

(3)

(4t

(s)

Pasal 12

PNS hanya dibenarkan izin tidak masuk kerja paling larna 2 (dua) hari
dalam 1 (satu) bulan.

PNS hanya diberikan izin untuk terlambat atau meninggalkan kantor di luar

kedinasan paling banyak 2 (dua) hari dalam f (satu) bulan.

Izin sebagaimana dimal<sud pada ayat (f ) dan ayat (2), diperhitungkan pula

secara kumulatif dan dikonversi 7,5 (tujuh koma lima) jam sama dengan I
(satu) hari.

Izin lebih dari 2 (dua) hari, wajib mengajukan cuti.

PNS yang izin lebih dari 2 (dua) hari dan tidak mengajukan cuti, dikenakan

hukuman disiplin tingkat ringan (teguran lisan).

BAB V

HUKIJMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

(1) PNS dan CPNS yang tidak menaati kewajiban atau melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 6 dan Pasal 7, merupakan pelanggaran

disiplin.

(2) Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan pidana, perdata maupun kode etik profesi PNS, hukuman disiplin

dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana

dimaksud pada ayat (l ).
(3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (21 dinyatakan dalam bentuk

tertulis dan disampaikan secara tegas oleh Pejabat yang berwenang

menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

Bagian Kedua

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 14

(1) Tingkat hukuman disiplin, terdiri dari :
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a. hukuman disiplin ringan;

b. hukuman disiplin sedang; dan

c. hukuman disiplin berat.

(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a,

terdiri dari :

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; dan

c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b,

terdiri dari :

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama I (satu) tahun;

b. penundaan kenaikan pangkat selama I (satu) tahun; dan

c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c,

terdiri dari :

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

c. pembebasan dari jabatan;

d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;

dan

e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Bagian Ketiga

Pelanggaran dan Jenis Hukuman

Paragraf 1

Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 15

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (21,

dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, apabila

pelanggaran berdampak negatif pada PD bersangkutan;

b. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif

pada PD bersangkutan;
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c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan

penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatil pada PD

bersangkutan;

d. menjunjung tingg kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurrf t apabila pelanggaran

berdampak negatif pada PD bersangkutan;

e. mengu.tamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang,

dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, apabila

pelanggaran berdampak negatif pada PD bersangkutan;

f. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah

harus dirahasiakan sebagaim6ls dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, apabila

pelanggaran berdampak negatif pada PD bersangkutan;

g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan

negErra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, apabila pelanggaran

berdampak negatif pada PD bersangkutan;

h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal

yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah

terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif

pada PD bersangkutan;

i. masuk kerja dan menaati ketentuan jam ke{a sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf k, berupa :

l. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah

selama 5 (lima) hari ke{a;

2. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah

selama 6 (enam) sampai dengan lO (sepuluh) hari kerja;

3. Pemyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja

tanpa alasan yang sah selama 1l (sebelas) sampai 15 (lima belas) hari

ke{a.
j. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-

baiknya sebagaimana dimalsud dalam Pasal 6 huruf m, apabila pelanggaran

berdampak negatif pada PD bersangkutan;

k. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf n, sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan;

l. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasat 6 huruf o, apabila pelanggaran dilalrukan dengan tidak sengaja;
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m. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf p, apabila pelanggaran

ditakukan dengan tidak sengaja; dan

n. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf q, apabila pelanggaran

berdampak negatif pada PD bersangkutan.

Pasal 16

Hukuman disiplin sedang ssSagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3),

dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

a. mengucapkan sumpah/janji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;

b. mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf b, apabila pelanggaran dilal<ukan tanpa alasan yang sah;

c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, apabila

Pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah;

d. mentaati segala ketentuan pcraturan penrndang-undangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif

bagi Pemerintah Daerah;

e. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan

penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi

Pemerintah Daerah;

f. menjunjung tingg kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, apabila pelanggaran

berdampak negatif bagt Pemerintah Daerah;

g. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang,

dan/atau golongan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g,

apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah;

h. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah

harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, apabila

pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah;

i. beke{a dengan jujur, tertib, cernat, dan bersemangat untuk kepentingan

negara 56lagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, apabila pelanggaran

berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah;

j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal

yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah
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terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi

Pemerintah Daerah;

k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf k berupa :

1. penundaan kenaikan gaji berkala selama I (satu) tahun bagi PNS yang

tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai

dengan 2O (dua puluh) hari kerja;

2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak

masuk ke{a talpa alasan yang sah selama 2l (dua puluh satu) sampai

dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan

3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi

PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh

enam)sampai dengan 3O (tiga puluh) hari kerja.

L mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud

dalam Pasai 6 huruf l, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun

hanya mencapai 25 (dua puluh lima) o/o sampai dengan 5O (lima puluh) %;

m. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-

baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hunrf m, apabila pelanggaran

berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah;

n. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf n, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

o. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf o, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;

p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf p, apabila Pelanggaran

dilakukan dengan sengaja; dan

q. mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 humf q, apabila pelanggaran

berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4),

dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 6 hunrf c, apabila

pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/ atau negara;
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b. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif

bagi pemerintah dan/atau negara;

c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan

penuh pengaMian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi

pemerintah dan/ atau negara;

d. menjunjung tinggl kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, apabila pelanggaran

berdampak negatif bagi pemerintah dan/ atau negara;

e. mengutamakan kepentingan neg.rra dari pada kepentingan sendiri,

seseorurng, dan/ atau golongan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/ atau

negara;

f. memegang rahasia jabatan yang menumt sifatnya atau menurut perintah

harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, apabila

pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/ atau negara;

g. bekeda dengan jujur, tertib, cernat, dan bersemangat untuk kepentingan

negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, apabila pelanggaran

berdampak negatif bagi pemerintah dan/ atau negara;

h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal

yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah

terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 hurufj, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi

pemerintah dan/ atau negara;

i. masuk keda dan menaati ketentuan jam ke{a sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf k berupa :

1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS

yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh

satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari ke{a;

2. pemindahan dalam rangka penuntnan jabatan setingkat lebih rendah

bagi PNS yang menduduki jabatan stmlrhrral atau fungsional tertentu

yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh

enam) sampai dengan 4O (empat puluh) hari ke{a;

3. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struldural

atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah

selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari

keda; dan
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4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak
masuk kerja tanpa alasan yang sah seLama 46 (empat puluh enam) hari
ke{a atau lebih.

j. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf l, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun

kurang dari 25 (dua puluh lima);

k. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-

baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m, apabila pelanggaran

berdampak negatif bagi pemerintah dan/ atau negara;

l. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf n, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

m. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh Pejabat yang bern enang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf q, apabila pelanggaran

berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara.

Paragral 2

Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 18

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (21,

dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :

a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau

meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen

atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada PD

bersangkutan;

b. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau

orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan

untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung

atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

hurul k. apabila pelanggaran berdampak negatif pada PD bersangkutan;

c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huru-f i, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;

d. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat

menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga

mengakibatkan kerugian bagr yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 hurufj, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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e. menghalangi beq'alannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah

Daerah.

Pasal 19

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3),

dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau

meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen

atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada

Pemerintah Daerah;

b. melalrukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau

orang lain di dalam maupun di luar linglnrngan keq'anya dengan tqjuan

untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung

atau tidak langsung memgikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pa.da Pemerintah Daerah;

c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf i, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;

d. melakukan suatu tindakan atau tidak melaliarkan suatu tindalen yang dapat

menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga

mengakibatkan kerugian bag yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 hurufj, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. menghalangi berjdannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah

Daerah;

f. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan

Ralryat Daerah (meliputi daerah Provinsi dan daerah Kabupaten / Kota)

dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta

kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai

peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 hurufl angka 1), an$<a21, dan angka 3);

g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/wakil Presiden dengan cara

mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap

pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah

masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau

pemberian barang kepada PNS ddam lingkungan unit kerjanya, anggota

keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m

ar:.gk^21;
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h. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau

calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah (meliputi daerah Provinsi dan

daerah Kabupaten / Kota) dengan cara memberikan surat dukungan disertai

foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk

s€suai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 huruf n; dan

i. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

(meliputi daerah Provinsi dan daerah Kabupa.ten/Kota) dengan cara terlibat

dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/ Wakil

Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada

keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu

sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan,

himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan

unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf o angka I dan angka 4.

Pasal 20

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4),

dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :

a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a;

b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/ atau orang

lain dengan menggunakan kewenangan orang lain sebagaimana dimalsud

dalam Pasal 7 huruf b;

c. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain

dan/atau lembaga atau organisasi internasional sebagaimana dimalsud

dalam Pasal 7 huruf c;

d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya

masyarakat asing sebaeaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d;

e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau

meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen

atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada

pemerintah dan/ atau negara;

f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau

orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan

untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung

atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan / atau

negara;
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g. memhri atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik

secara Iangsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk
diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;

h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang

berhubungan dengan jabatan dan / atau pekerjaannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf h;

i. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat

menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga

mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 hurufj, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah

dan/ atau negara;

k. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (meliputi daerah Provinsi dan daerah Kabupaten / Kota)

dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf I angka 4);

l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara

membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau

merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf m angka 1); dan

m. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

(meliputi daerah Provinsi dan daerah Kabupaten / Kota) dengan cara

menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye

dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan

atau merugikan salah satu pasang.rn calon selama masa kampanye

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf o ang)<a 2 dan angka 3.

Pasal 21

(1) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam

kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, Pasal 16 huruf k, dan

Pasal 17 huruf i dihitung secara kumulatif dimulai dari awal sampai dengan

akhir tahun berjalan.

(2) Keterlambatan masuk kerja dan/atau meninggalkan kantor sebelum

berakhirnya jam ke{a dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7,5 (tujuh

koma lima) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa

keterangan.
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Bagran Keempat

Pejabat yang Berwenang Menghukum

Paragraf 1

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah

Pasal22

Bupati selaku PPK, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang

menduduki jabatan:

a. sekda ( eselon II.a ), untuk jenis hukuman :

l. Disiplin Ringan;

2. Disiplin Sedang; dan

3. Disiplin Berat, berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3

(tiga) tahun.

b. Fungsional Tertentu Jenjang Utama, untuk jenis hukuman:

l. Disiplin Ringan;

2. Disiplin Sedang; dan

3. Disiplin Berat.

c. Pelaksana/fungsional umum/ staf Golongan Ruang fv/d dan Golongan Ruang

IV/e, untuk jenis hukuman:

1. Disiplin Ringan;

2. Disiplin Sedang; dan

3. Disiplin Berat, berupa:

a). penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

b). pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai

PNS; dan

c). pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

d. Pimpinan Tinggi Pratama ( eselon II ), fungsional tertentu jenjang Madya dan

Penyelia untuk jenis hukuman:

l. Disiplin Ringan;

2. Disiplin Sedang; dan

3. Disiplin Berat.

e. Pelaksana/fungsional umum/ staf Golongan Ruang IV/a sampai dengan

Golongan Ruang IV/c, untuk jenis hukuman:

1. Disiplin Ringan;

2. Disiplin Sedang; dan

3. Disiplin Berat, berupa:

a). penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

b). pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai

PNS; dan

c). pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
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f. Administrator ( eselon III J ke bawah, fungsional tertentu jenjang Muda dan

Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman:

1. Disiplin Sedang;

2. Disiplin Berat; dan

g. Pelaksana/ fungsional umum/ staf Golongan Ruang III/c dan III/d untuk
jenis hukuman:

1. Disiplin Sedang; dan

2. Disiplin Berat, berupa :

a). penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

b). pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai

PNS; dan

c). pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

h. Pelaksana/ fungsional umum/ staf Golongan Ruang IU/b ke bawah untuk
jenis hukuman:

1. Disiplin Sedang, berupa:

a). penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama I (saru) tahun;

2. Disiplin Berat, berupa:

a). penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

b). pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai

PNS; dan

c). pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Paragraf 2

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah)

Pasal 23

(1) Sekretaris Daerah, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin ringan bagi

PNS yang menduduki jabatan:

a. Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretariat Daerah;

b. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah;

c. Camat;

d. Fungsional Tertentu Jenjang Muda dan Penyelia di lingkungan Sekretariat

Daerah, dan

e. Pelaksana/ fungsional umum/ staf Golongan Ruang III/c dan Golongan

Ruang III/d di lingkungan Sekretariat Daerah, untuk jenis hukuman

Disiplin Ringan.

(2) Sekretaris Daerah, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin sedang berupa

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama I (satu) tahun; dan

b. penundaan kenaikan pangkat selama I (satu) tahun.

bagi PNS yang menduduki jabatan:
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lJ Pengawas ( eselon fV)di tingkungan Sekretariat Daerah;

2) Fungsiona.l Tertentu Jenjang Pertama dan Pelaksana l^anjutan di
lingkungan Sekretariat Daerah; dan

3) Fungsional Umum Golongan Ruang II/c sampai dengan Golongan

Ruang III/b di lingkungan Sekretariat Daerah.

Paragraf 3

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ( eselon II )

Pasal 24

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ( eselon II ) menjatukan hukuman disiplin

ringan bagi PNS yang menduduki jabatan :

a. Administrator (eselon IID di lingkungan masing-masing PD.

b. Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia di lingkungan masing-

masing PD; dan

c. Pelaksana/ fungsional umum/ staf golongan ruang III/c dan Golongan

Ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan

(2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ( eselon II ) menjatukan hukuman disiplin

sedang berupa :

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

bagi PNS yang mendudukijabatan :

1) Pengawas ( eselon w ) dan pejabat yang setara di lingkungannya;

2) Fungsional Tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan di

lingkungannya; dan

3) Pelaksana/ Fungsional Umum/ staf, Golongan Ruang II/c sampai

dengan Golongan Ruang III/b di lingkungannya.

Paragraf 4

Administrator (eselon III)

Pasal 25

(l) Camat dan Direktur RSUD tipe C, dan/ atau eselon III.a yang membawahi

eselon III.b menetapkan penjatuhan hukuman disiplin ringan bagi PNS yang

menduduki jabatan:

a. Sekretaris Camat oleh Camat;

b. Kepala Bagian Tata Usaha oleh Direktur RSUD tipe C;

c. Pengawas (eselon w )di lingkungannya;

d. Fungsiond Tertentu Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan di

lingkungan Kecamatan; dan
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Pelaksana/fungsional umum/staf Golongan Ruang II/c sampai dengan

Golongan Ruang III/b di lingkungan Kecamatan, untuk jenis hukuman

Disiplin Ringan.

(2) Camat dan Direlctur RSUD tipe C, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin

sedang berupa :

a. penundaEln kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan

b. penundaan kenaikan pangkat selama I (satu) tahun

bagi PNS yang menduduki jabatan :

1) Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula di

lingkungannya; dan

2) Fungsional Umum Golongan Ruang ll/a dan Golongan Ruang II/b di

lingkungannya.

Pa:sal26

(1) Administrator (eselon III.a) pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,

Inspektorat Kabupaten, Dinas dan Badan, menetapkan penjatuhan hukuman

disiplin ringan bagi PNS yang menduduki jabatan;

a. Pengawas (eselon tV) di lingkungan masing-masing;

b. Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan

dilin gkungan masing-masing; dan

c. Fungsional Umum Golongan Ruang II/c sampai dengan Golongan Ruang

III/b di lingkungan masing-masing.

(2) Administrator (eselon III.a) pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,

Inspektorat Kabupaten, Dinas dan Badan, menetapkan penjatuhan hukuman

disiplin sedang berupa :

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama I (satrr) tahun; dan

b. penundaan kenaikan pangkat selama I (satu) tahun.

bagi PNS yang mendudukijabatan ;

1) Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula di

lingkungan masin g-masing; dan

2) Fungsional Umum Golongan Ruang II/a dan Golongan Ruang II/b di

lingkungan masing-masing.

Pasal27

(1) Sekretaris Camat dan Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD tipe C dan atau

eselon III.b yang atasan langsungnya eselon III.a menetapkan penjatuhan

hukuman disiplin ringan bagi PNS yang menduduki jabatan;

a. Pengawas ( eselon tV ) di lingkungannya;

e
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b. Ftrngsional Tertentu Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan di
lingkungannya; dan

c. Pelaksana/ fungsional umrrm/ staf golongan ruang II/c sampai dengan

golongan rrang III/b di lingkungannya.

(2) Sekretaris Camat dan Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD tipe C dan atau

eselon III.b yang atasan langsungnya eselon III.a menetapkan, menetapkan

penjatuhan hukuman disiplin sedang benrpa:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama I (satu) tahun; dan

b. penundaan kenaikan pangkat selama I (satu) tahun.

bagi PNS yang mendudukijabatan;

1) Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula di

lingkungannya; dan

2) Pelaksana/ fungsional umum/ staf Golongan Ruang II/a dan Golongan

Ruang II/b di lingkungannya.

Paragraf 5

Pejabat Pengawas (eselon IV)

Pasal 28

(1) Lurah, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin ringan bagi PNS yang

menduduki jabatan:

a. Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi;

b. Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula di

lingkungan Kelurahan; dan

c. Fungsional Umum Golongan Ruang II/a dan Golongan Ruang II/b di

lingkungan Kelurahan, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa:

l) teguran lisan;

2) teguran tertulis; dan

3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

(2) Lurah, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin sedang bagi PNS yang

menduduki jabatan Fungsional Umum Golongan Ruang I/a sampai dengan

Golongan Ruang I/d di lingkungan Kelurahan, untuk jenis hukuman Disiplin

Sedang berupa:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama I (satu) ta.l.un; dan

b. penundaan kenaikan pangkat selama f (satu) tahun.

Pasal 29

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) menetapkan penjatuhan hukuman

disiplin ringan bagi PNS yang menduduki jabatan:

a. Kepala Tata Usaha UPT;
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b. Fungsiona-l Tertentu Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula di
lingkungan UPI;

c. F\rngsional Umum Golongan Ruang II/a dan Golongan Ruang II/b di

lingkungan UPT untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa:

1) teguran lisan;

2) teguran tertulis; dan

3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) menetapkan penjatuhan hukuman

disiplin sedang bagi PNS yang menduduki jabatan Fungsional Umum

Golongan Ruang I/a sampai dengan Golongan Ruang I/d di lingkungan UPT,

untuk jenis hukuman Disiplin Sedang berupa:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama I (satu) tahun; dan

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Pasal 3O

(1) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah/ Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah / Inspektorat/ Dinas/ Badan / BPBD / Satuan Polisi Pamong Praja

dan Pemadam Kebakaran / RSUD / Kecamatan, menetapkan penjatuhan

hukuman disiplin ringan bagi PNS yang menduduki jabatan:

a. Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula di

lingkungan masing-masing unit kerja; dan

b. Fungsiond Umum Golongan Ruang II/a dan Golongan Ruang II/b di

lingkungan masing-masing unit kerja.

(2) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah/ Sekretariat Dewan Perwakilan

Ralryat Daerah/ Inspektorat/ Dinas/ Badan/ BPBD/ Satuan Polisi Pamong

Praja dan Pemadam Kebakaran / RSUD/ Kecamatan,menetapkan penjatuhan

hukuman disiplin sedang berupa:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

bagi PNS yang menduduki jabatan Fungsional Umum Golongan Ruang I/a
sampai dengan Golongan Ruang I/d di lingkungan masing-masing unit keda.

Pasa.l 31

(1) Kepala Sub Bidang pada Badan dan Kepala Seksi pada Dinas/BPBD/Satuan

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran/ RSUD/ Kecamatan/

Kelurahan, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin ringan bagi PNS yang

menduduki jabatan:

a. Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula di

lingkungan masing-masing unit kerja; dan
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b. F\rngsional Umum Golongan Ruang IIla dan Golongan Ruang ll/b di

lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin

Ringan.

(2) Kepala Sub Bidang pada Badan dan Kepala Seksi pada Dinas/BPBD/Satuan

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran/ RSUD / Kecamatan/

Kelurahan, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin sedang bagi PNS yang

menduduki jabatan Fungsional Umum Golongan Ruang I/a sampai dengan

Golongan Ruang I/d di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis

hukuman Disiplin Sedang berupa:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama I (satu) tahun; dan

b. penundaan kenaikan pangkat selama I (satu) tahun.

Paragraf 6

Pejabat Strulrtural Eselon IV dan Pejabat yang Setara

Pasal 32

Pejabat yang setara adalah PNS yang diberi tugas tambahan untuk memimpin

satuan unit kerja tertentu, antara lain:

1. Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama (SMPN) setara dengan jabatan

Pengawas (eselon IV); dan

2. Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Kepala Taman Kanak Kanak,

setara dengan eselon V (Pelaksana).

Pasal 33

(1) Kepala UPT SMPN, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin ringan bagi

PNS yang menduduki jabatan :

a. Kepala Tata Usaha di masing-masing satuan pendidikan;

b. Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula di masing-

masing satuan pendidikan;

c. Fungsional Umum Golongan Ruang II/a dan Golongan Ruang II/b di

masing-masing satuan pendidikan, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan

berupa:

l) teguran lisan;

2) teguran tertulis; dan

3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

2) Kepala UPT SMP, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin sedang bagi PNS

yang menduduki jabatan Fungsional Umum Golongan Ruang I/a sampai

dengan Golongan Ruang I/d di masing-masing satuan pendidikan, untuk
jenis hukuman Disiplin Sedang berupa:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan

b. penundaan kenaikan pangkat selama I (satu) tahun.
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Paragral 7

Pejabat Strulrhrral Eselon V dan Pejabat yang Setara

Pasal 34

Pejabat yang setara dengan Pejabat Stnrktural Eselon V adalah Kepala Sekolah

Dasar Negeri (SDN) dan Kepala Taman Kanak- Kanak Negeri (TKN).

Pasal 35

Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Kepala Taman Kanak- Kanak Negeri

(TKN), menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki
jabatan Fungsional Umum Golongan Ruang I/a sampai dengan Golongan Ruang

I/d di masing-masing unit kerja untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; dan

c. pernyataan tidak puas secara terhrlis.

Bagran Kelima

Kewajiban Penjatutran Hukuman Disiplin

Pasal 36

(l) Pejabat yang hrwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin

kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan

kewenangan yang dimilikinya.

(2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada

ayat (l), tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan

pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh

atasannya.

(3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sama dengan jenis

hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan

pelanggaran disiplin.

(a) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman

disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

(5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (l), tidak berlaku apabila

Pejabat yang bersrenang menghukum memiliki Golongan Ruang lebih rendah

dari PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 37

(f) Apabila tidak terdapat Pejabat yang berwenang menghukum, maka

kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat

yang lebih tinggi.
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(21 Apabila Pejabat yang berwenang menghukum memiliki Golongan Ruang Iebih

rendah dari PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, maka kewenangan

menjatuhl€n hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih

tinggi dan memiliki Golongan Ruang sama atau lebih tinggi dari PNS yang

melakukan pelanggaran disiplin.

(3) Apabila dalam lingkungan PD tidak terdapat Pejabat yang brwenang
menghukum, atau Pejabat yang hrwenang menghukum memiliki Golongan

Ruang lebih rendah dari PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, maka

kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin secara berjenjang menjadi

kewenangan Sekretaris Daerah dan Bupati selaku PPK.

(4) Khusus untuk Kelurahan, apabila dalam lingkungan Kelurahan tidak

terdapat Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat yang berwenang

menghukum memiliki Golongan Ruang lebih rendah dari PNS yang

melakukan pelanggaran disiplin,maka kewenangan menjatuhkan hukuman

disiplin secara berjenjang menjadi kewenangan Camat, Sekretaris Daerah,

dan Bupati selaku PPK.

Bagran Keenam

Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusar

Hukuman Disiplin

Paragraf I
Umum

Pasal 38

(l) Tata cara pemanggilan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran

disiplin PNS dilakukan secara hierarki di masing- masing PD.

(2) Untuk lingkup UPT/ UPTD/Sekolah Negeri tetap melakukan pemanggilan

dan pemeriksaan terhadap dugaan p€langgaran disiplin PNS di lingkungan

instansinya, selanjutnya berkas hasil pemeriksaan dimaksud disampaikan

secara hierarki ke kepala PD di Instansi indulmya.

(3) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kembali melakukan

pemanggilan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin PNS

dan apabila terbr:kti wajib menjatutrkan hukuman disiplin sesuai

kewenangannya.

(4) Hasil pelaksanaan pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman

disiplin apabila terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan

disertai berkas-berkas pendukung secara lengkap ke Bupati selaku PPK

melalui BKDD.
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(5f Untuk penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi kewenangan Bupati

selaku PPK, proses administrasi terkait pemanggilan dan pemeriksaan PNS

yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan oleh BKDD.

Paragraf 2

Pemanggilan

Pasal 39

(1) Sebelum melakukan pemanggilan, Kepa.la PD memerintahkan pejabat yang

ada di bawahnya dengan pangkat dan golongan ruang minimal sama dengan

PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Surat

Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan, dibuat menurut contoh

sebagaimana tercantum dalern Lampiran angka I yang merupakan bagran

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis

oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan,

surat panggilan dimaksud dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum

dalam Lampiran angka II yang merupakan bagan tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

(3) Pemanegilan kepa.da PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin

dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

(a) Apabila pada tanegal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak

hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua pa.ling lambat 7 (tujuh) hari kerja

sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan

pertama.

(5) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan dalam surat panggilan pertama dan

surat panggilan kedua harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk
menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.

(6) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS

yang bersangkutan tidak hadir juga maka Pejabat yang berwenang

menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat buldi dan

keterangan yang ada tanpa. dilakukan pemeriksaaa.

Paragraf 3

Pemeriksaan

Pasal 4O

Pemeriksaan berrujuan untuk mengetahui apakah PNS yang diduga melakukan

pelanggaran disiplin benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, dan

untuk mengetahui faktor- faktor yang mendorong atau yang menyebabkan PNS
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tersebut melakukan pelanggaran disiplin serta untuk mengetahui dampak atau

akibat dari pelanggaran disiplin tersebut.

Pasal 4l
(1) Setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga

melakukan pelanggaran disiplin sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1), dilakukan secara tertutup

dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan @AP),

sesuai format s€bagaimana tercantum dalarn 12-Oiran angka III yang

merupakan bagan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut

merupakan kewenangan:

a. atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut

wajib menjatuhkan hukuman disiplin; dan

b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung tersebut wajib

melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan laporan

kewenangan penjatuhan hukuman disiplin, dibuat menurut contoh

sebagaimana tercantum dalam la.mpiran angka IV yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) PNS yang diperiksa karena diduga melalrukan pelanggaran disiplin, wajib

menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya dan

apabila PNS yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang

bersangkutan dianggap mengakui pelanggaran disiplin yang dituduhkan

kepadanya.

(5) Apabila PNS yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal itu tidak

menjadi hambatan untuk menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan bulrti-

bukti yang ada.

(6) Hasil pemeriksaan dan/ atau Surat Penahanan dari pihak berwajib, aparat

penegak hukum lainnya dan unsur pengawasan dapat digunakan sebagai

bahan untuk melakukan pemeriksaan atau melengkapi berita acara

pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

(6) PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan

pelanggaran disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya dan

tidak dapat disetujui untuk pindah ke PD atau instansi daerah lain.

(7) Alih tugas atau perpindahan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya

dapat dipertimbangkan dengan alasan untuk pemenuhan kebutuhan

organisasi, kondusivitas kerja atau alasan lain yang tidak bertentangan

dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 42

(1) Penanganan pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya berupa jenis

hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) serta kewenangan penetapan

penjatuhan hukuman disiplin oleh Bupati selaku PPK sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22, dilaksanakan secara teknis oleh BKDD.

(2) Untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya berupa jenis

hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal L4 ayat (3) dan ayat (4), dapat dibentuk Tim

Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur
kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, atau tim lain yang dibentuk

oleh PD yang menangani pengawasan (Inspektorat Kabupaten).

(3) Susunan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :

a. 1 ( satu ) orang Ketua merangkap anggota;

b. I ( satu ) orang Sekretaris merangkap anggota; dan

c. paling kurang 1 ( satu ) orang anggota.

(4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan

Keputusan Bupati selaku PPK dan secara operasional ditindaklanjuti dengan

Pembentukan Tim Pemeriksa oleh Sekretaris Daerah.

(5) Tim Pemeriksa bersifat temporer (Ad HoQ yang berrugas sampai dengan

adanya keputusan yang sah tentang terbukti atau tidaknya dugaan

pelanggaran disiplin yang telah dilakukan PNS.

(6) Anggota Tim Pemeriksa harus memiliki Golongan Ruang sama atau lebih

tinggi dari PNS yang diperiksa.

(7) Apabila atasan langsung dari PNS yang diperiksa terlibat dalam pelanggaran

yang dilakukan PNS tersebut, maka yang menjadi anggota Tim Pemeriksa

adalah atasan yang lebih tinggi secara be{enjang.

(8) Atasan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), secara

berjenjang adalah Pejabat di lingkungan PD, Sekretaris Daerah dan Bupati

selaku PPK.

Pasal 43

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau Pejabat yang

berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain, dengan

maksud untuk mendapattan keterangan yang lebih lengkap dan dalam upaya

menjamin obj ektivitas dalam pemeriksaan.
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Pasal 44

(1) Ddam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan

petranggaral disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin

tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan

langsung sejak yang bersangkutan diperiksa, dibuat menurut contoh

Keputusan Pembebasan Sementara sebagaimana tercantum dalam Lampiran

angka V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

(2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada

ayat (l), berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.

(3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), tetap masuk kerja dan diberikan hak

kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(a) Dalam hal atasan langsung sebagairnana dimaksud pada ayat (l), tidak ada

atau terjadi kekosongan, maka pembebasan sementara dari jabatannya

dilakukan oleh Pejabat yang lebih tinggi secara berjenjang.

(5) Agil pelaksanaan tugas organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya,

maka selama PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dibebaskan

sementara dari tugas dan jabatannya, diangkat Pejabat Pelaksana Harian

(PLH) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

(t) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (21,

harrs ditandatangani oleh Pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.

(2) Apabila ada isi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), yang menurut pendapat PNS yang diperiksa tidak sesuai dengan apa yang

diucapkannya, maka PNS yang diperiksa memberitahukan hal tersebut

kepa.da pemeriksa dan pemeriksa wajib memperbaikinya.

(3) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan

tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
( ) Apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka berita acara

pemeriksaan cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan

catatan dalam berita acara pemeriksaan tersebut bahwa PNS yang diperiksa

tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.

(5) PNS yang telah diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l).
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Paragraf 4

Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 46

(1) Penjatuhan hukuman disiplin pada prinsipnya bersifat pembinaan, yalni
untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran disiplin

agar PNS bersangkutan mempunyai sikap menyesal, tidak mengulangi

pelanggaran tersebut dan berusaha untuk memperbaiki diri, serta

dimaksudkan sebagai peringatan bagi PNS lain agar tidak melakukan

pelanggaran disiplin.

(2) Format contoh Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh pejabat yang

berwenang, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran

angka VI sampai dengan angka XVI yang merupakan bagran yang tidal,

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

(1) Terhadap PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 44 dan Pasal 45, telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin,

Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin yang

setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan.

(2) Setiap penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang berwenang menghukum dan

dalam keputusan tersebut harus menyebutkan pelanggaran yang dilakukan

oleh PNS yang bersangkutan.

(3) Untuk penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi kewenangan Bupati

selaku PPK, proses administrasi terkait penjatuhan hukuman disiplin

terhadap PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan

pelanggaran disiplin dilakukan oleh BKDD.

Pasal 48

(1) Tingkat dan jenis hukuman disiptin yang dijatuhkan didasarkan pada

pelanggaran yang dilakukan, dan penjatuhan hukuman tersebut tidak harus

dilalrukan secara berjenjang.

(2) Pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman

disiplin wajib mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan, dan

memperhatikan dengan seksama faktor- faktor yang mendorong atau

menyebabkan PNS melakukan pelanggaran disiplin dan dampak atas

pelanggaran disiplin tersebut.

(3) Dalam menentukan jenis hukuman disiplin, Pejabat yang berwenang

menghukum harus mempertimbangkan dengan seksama faktor-faktor yang
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mendorong atau menyebabkan PNS melakukan pelanggaran disiplin dan

dampak atas pelanggaran disiplin tersebut.

(4) Terhadap bentuk pelanggaran disiplin yang sama dapat dijatuhkan jenis

hukuman disiplin yang berbeda, dengan mendasarkan pada hasil

pertimbangan terhadap faktor-faktor yang mendonong dan dampak yang

ditimbulkan dari pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa

pelanggaran disiplin, kepa.danya hanya dapa.t dijatuhi I (satu) jenis hukuman

disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan semua pelanggaran disiplin

yang dilakukan.

(6) PNS yang pernah dljatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan

pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi hukuman

disiplin dengan jenis hukuman disiplin yang lebih berat dalam tingkat

hukuman disiplin yang sama, dari hukuman disiplin terakhir yang pernah

dijatuhlan kepadanya.

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak berlaku bagi

pelanggaran disiplin terkait kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan
jam ke{a yang dilalru}an dalam tahun yang berbeda.

(8) PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu

pelanggaran disiplin.

Pasal 49

Untuk pelanggaran disiplin terkait kewajiban masuk kerja dan menaati

ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, Pas:l 16

huruf k, dan Pasal 17 huruf i, jumlah tidak masuk kerja PNS tanpa alasan yang

sah tidak dihapus dan tetap diakumulasikan dalam tahun be{alan, walaupun

PNS bersangkutan telah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya, dan

jumlah tidak masuk kerja tersebut dapat dijadikan dasar penjatuhan hukuman

disiplin dengan tingkatan lebih tinggi.

Pasd 5O

Dalam penjatutran hukuman disiplin berupa teguran lisan oleh Pejabat yang

bersrenang menghukum kepa.da PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, perlu

memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. penjatuhan hukuman disiplin dilalrukan dengan tetap melalui proses

pemanggilan dan pemeriksaan kepada PNS yang melakukan pelanggararr

disiplin oleh Pejabat yang berwenang menghukum, sebagaimana ditetapkan

dalam Peraturan Bupati ini;
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b. teguran yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada

PNS yang melakukan pelanggaran disiplin hanrs dinyatakan secara tegas

sebagai hukuman disiplin; dan

c. teguran lisan yang tidak dilakukan melalui proses sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan/ atau tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman

disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf b, bukan menrpakan hukuman

disiplin.

Pasal 5l
Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa teguran tertulis oleh Pejabat yang

berwenang menghukum kepada PNS yarrg melakukan pelanggaran disipliLn, perlu

memperhatikan hal-haf sebagai berikut:

a. penjatuhan hukuman disiptin dilakukan dengan tetap mela-lui proses

pemanggilan dan pemeriksaan kepada PNS yang melakukan pelanggaran

disiplin oleh Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana ditetapkan

dalam Peraturan Bupati ini:

b. teguran tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang menghukum

kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin harrs dinyatalan secara

tegas sebagai hukuman disiplin; dan

c tegu.ran tertulis yang tidak dilakukan melalui proses sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan/ atau tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman

disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf b, bukan merupal<an hukuman

disiplin.

Pasai 52

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa teguran lisan, teguran terrulis,

pernyataan tidak puas secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang menghukum

kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, perlu memperhatikan hd-hal

sebagai berikut :

a. penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan tetap melalui proses

pemanggilan dan pemeriksaan kepada PNS yang melakukan pelanggaran

disiplin oleh Pejabat yang berwenang menghukum, sebagaimana ditetapkan

dalam Peraturan Bupati ini;

b. pernyataan ketidakpuasan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang

menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin harus

dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin; dan

c. pernyataan ketidakpuasan yang tidak dilakukan melalui proses sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan/atau tidak dinyatakan secara tegas sebagai

hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf b, bukan merupakan

hukuman disiplin.
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Pasal 53

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala

selama 1 (satu) tahun, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. untuk penjatuhan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji

berkala selama I (satu) tahun, masa penundaan kenaikan gaji berkala bagi

PNS yang dijatuhi hukuman dihitung selama I (satu) tahun penuh, terhitung

mulai tanggal kenaikan Baji trerkala yang bersangkutan seharusnya dapat

dipertimbangkan; dan

b. kenaikan gaji berkala bagi PNS yang dijatuhi hukuman dapat diproses pada

periode kenaikan gaji berkala di tahun anggaran berikutnya terhitung setelah

masa berakhirnya hukuman.

Pasal 54

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat

selama I (satu) tahun, perlu memperhatikan hal-hd sebagai berikut:

a. untuk penjatuhan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat

selama I (satu) tahun, masa penundaan kenaikan pangkat bagi PNS yang

dijatuhi hukuman ditetapkan berlaku untuk selama I (satu) tahun penuh;

b. penurunan pangkat bagr PNS disertai dengan perubahan hak-hak

kepegawaianannya sebagaimana ketentuan pertauran perundang-undangan;

c. s€telah menjalani masa hukuman, maka pangkat PNS yang bersangkutan

dengan sendirinya kembali kepada pangkat yang semula atau pangkat

sebelum dijatutrinya hukuman disiplin, berikut pula dengan hak-hak

kepegawaiannya;

d. masa kerja selama masa berlakunya hukuman tidak dihitung sebagai masa

kerja kenaikan pangkat; dan

s. ksnaikaq pangkat berikutnya bagi PNS yang bersangkutan baru dapat

dipertimbangkan setelah PNS tersebut paling singkat I (satu) tahun kembali

pada pangkat semula atau pangkat sebelum dijatuhkannya hukuman

disiptin.

Pasal 55

Dalam penjatuhan hukuman disiplin benrpa penurunan pangkat setingkat lebih

rendah selama I (satu) tahun, perlu memperhatikan hal-haf sebagai berikut:

a. untuk penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunErn pangkat setingkat

lebih rendah, dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan jabatan yang

lebih rendah dan kompetensi PNS yang bersangkutan sesuai dengan

persyaratan jabatan yang ditenrukan;
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b. PPK segera menetapkan keputusan tentang peraturan baru yang telah

ditentukan sesuai dengan kompetensi dan persyaratan jabatan serta harus

segera rlila'rtik dan diambil sumpahnya;

c. tunjangan jabatan yang lama dihentikan mulai btrlan berikutnya sejak

ditetapkannya keputusan hukuman disiplin;

d. bagi PNS yang dijafuhi hukuman disiplin diberikan tunjangna jabatan

berdasarakan jabatan baru yang didudukinya sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

e. bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tersebut baru dapat

dipertimbangkan pengangkatan kembali dalam jabatan yang lebih tinggi

paling singkat 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan dijatuhi hukuman

disiplin;

f. pengangkatan kembali dalam jabatan satu tingkat lebih tinggi sebagaimana

yang dimaksud pada huruf e, dilalrukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap

PNS yang bersangkutan selama dalam jabatan yang lebih rendah dan

berdasarkan ketentuan peraturan perundalg-undangan; dan

g. bagr PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang dijatuhi

hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan

fungsional tertentu setingkat lebih rendah;

1) tetap menduduki pangkat sebelum diturunkan jabatannya;

2) bupati selaku PPK segera menetapkan keputusan tentang pengangkatan

dalam jabatan baru yang telah ditentukan;

3) diberikan tunjangan jabatan berdasarkan jabatan baru yang didudukinya

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4) jumlah angka kredit yang dimiliki sebelum diturunkan jabatannya tetap

dimiliki oleh PNS yang bersangkutan;

5) baru dapat dipertimbangkan kembali dari jabatan semtrla paling singkat I
(satu) tahun setelah yang bersangkutan dijatutri hukuman disiplin, sesuai

peraturan perundang-undangan dengan menggunakan angka kredit yang

dimiliki sebelum diturunkan jabatannya;

6) angka kredit yang diperoleh dari prestasi kerja dalam jenjang jabatan

yang diduduki setelah diturunkan jabatannya, diperhitungkan untuk
kenaikan pangkat atau jabatan setelah diangkat kembali dalam jabatan

yang semula atau jabatan sebelum dijatuhkannya hukuman disiplin; dan

7) kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi setelah yang bersangkutan

diangkat kembali dalam jabatan semula atau jabatan sebelum

dijatuhkannya hukuman disiplin, baru dapat dipertimbangkan setelah

PNS yang bersangkutan menjalani masa jabatan semula atau jabatan

sebelum dijatuhkannya hukuman disiplin paling singkat 1 (satu) tahun.
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Pasal 56

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan, perlu

memperhatikan hal-hd sebagai berikut:

a. selama dibebaskan dari jabatan, PNS yang brsangkutan masih tetap

menerima penghasilan sebagai PNS kecuali tunjangan jabatan;

b. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan, baru

dapat diangkat kembali dalam suatu jabatan setelah PNS yang bersangkutan

paling singkat 1 (satu) tahun setelah dibebaskan dari jabatannya; dan

c. pengangkatan kembali dalam suatu jabatan sebagaimana dimaksud pada

huruf b, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap PNS yang

bersangkutan selama dalam masa pembebasan dari jabatan dan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 57

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat

tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, bagi PNS yang dijatuhi hukuman

disiplin tersebut diberikan hak kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 58

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat Sebagai PNS, bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tersebut tidak

diberikan hak pensiun.

Paragraf 5

Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 59

(1) Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yang

berwenang menghukum.

(2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) berhalangan dan/atau tempat kedudukan pejabat yang berwenang

yang menghukum dan tempat PNS yang dijatuhi hukuman disiplin

berjauhan, maka penyampaian keputusan hukuman disiplin dapat dilakukan

oleh pejabat lain yang ditunjuk.

(3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus

menduduki Jabatan dan/ atau memiliki Golongan Ruang sama atau lebih

tinggi dari pada PNS yang bersangkutan.
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Pasal 6O

(1) Keputusan hukuman disiplin disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang

berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang

dijatuhi hukuman, serta tembusannya disampaikan kepada pejabat PD

instansi terkait.

(2) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat

(l), dilakukan paling Lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan

ditetapkan.

Pasal 6l
(1) PNS yang bersangkutan dipanggil secara teftulis untuk hadir menerima

keputusan hukuman disiplin, dibuat menurut contoh Surat Panggilan

sebagaimana tercantum dalam l^ampiran angla XvlI yang merupkan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Dafam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat

penyampa.ian keputusan hukuman disiplin, keputusan hukuman disiplin

dikirim kepada yang bersangkutan melalui alamat terakhir yang diketahui

dan tercatat di satuan kerjanya.

Bagran Ketujuh

Upaya Administratif

Paragraf 1

Umum

Pasal 62

Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif.

Patagral 2

Ketentuan Pengajuan Upaya Administratif

Pasal 63

(l) Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan adalah hukuman disiplin

sedang berupa:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan oleh

Pejabat yang berwenang menghukum.

(2) Dikecualikan dari ketenhran sebagaimana dimaksud pada ayat (l), adalah

hukuman disiplin yang penjatuhannya merupakan kewenangan Bupati

selaku PPK.
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Pasal 64

Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif adalah hukuman
disiplin berat yang dijatuhkan oleh Bupati selaku PPK, bempa:

a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 5sfagai PNS; dan

b. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Paragraf 3

Tata Cara Pengajuan Upaya Administratif

Pasal 65

Tata Cara Pengajuan Upaya Administratif berupa keberatan :

a. keberatan diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang berwenang

menghukum dengan memuat alasan keberatan, dan tembusannya

disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menghukum dan pejabat yang

membidangi kepegawaian pada PD tempat PNS yang bersangkutan bertugas;

b. keberatan diqjukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari

ke{a, terhitung mulai tanegal penyerahan keputusan hukuman disiplin

kepada PNS yang bersangkutan untuk diterima; dan

c. keberatan yang diajukan melewati batas walctu 56fagaimana dimaksud pada

huruf b, tidak dapat diterima dan tidak ditindak lanjuti.

Pasal 66

(1) Bukti waktu pengajuan keberatan oleh PNS yang bersangkutan sebagaimana

dimaksud pada Pasal 65 huruf a adalah talggal penerimaan surat yang

dicatat oleh PD tempat atasan Pejabat yang berwenang menghukum

bertugas, atau tanggal cap pos apabila keberatan dikirim melalui pos.

(2) PNS yang sedang mengajukan keberatan administratif tidak dapat disetujui

untuk pindah ke PD atau instansi lain sampai dengan ditetapkannya

keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 67

(f ) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65

huruf a, harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh

PNS bersangkutan.

(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis

kepada Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 6

(enam) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima

tembusan surat keberatan.
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(3f Atasan Pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan

atas keberatan yang diajulan oleh PNS yang bersangkutan dalam jangka

waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanesal yang

bersangkutan menerima surat keberatan.

(4) Apabila dalam jangka walrhr sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Pejabat

yang berwenang menghukum tidak memberikan tanggapan atas keberatan,

mal<a Atasan Pejabat yang berwenang menghukum mengambil keputusan

berdasarkan data yang ada.

(5) Untuk mendukung objektivitas dalam pengambilan keputusan, Atasan

Pejabat yang brwenang menghukum dapat memalggil dan/atau meminta

keterangan dari Pejabat yang beru,enang menghukum, PNS yang dijatuhi

hukuman disiplin, dan/ atau pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 68

(1) Dalam hal Atasan Pejabat yang berwenang menghukum memiliki keyakinan

berdasarkan bukti-bukti yang ada, Atasan Pejabat yang berwenang

menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat, atau

membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang

menghukum.

(2) Penguatan, peringanan, pemb€ratan, atau pembatalan hukuman disiplin

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Atasan

Pejabat yang berwenang menghukum, dibuat menurut contoh Keputusan

sebagaimana tercantum dalam lampiran angka XWII yang merupakan bagran

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), bersifat final dan mengikat, yalmi tidak dapat

diajukan keberatan dan wajib dilaksanakan.

Pasal 69

(f ) Apabila dalam waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja Atasan Pejabat

yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan

yang diajukan, maka keputusan Pejabat yang krwenang menghukum batal

demi hukum.

(2) Keputusan Pejabat yang hrwenang menghukum yang batal demi hukum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan oleh pejabat yang

membidangi kepegawaian pada PD, dibuat menurut contoh KePutusan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka XIX yang merupakan bagran

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang ditujukan kepada PNS yang

dijatuhi hukuman disiplin, dengan tembusan disampaikan kepada:
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a. arasan pejabat yang berwenang menghukum;

b. pejabat yang berwenang menghukum; dan

c. pejabat lain yang terkait.

(3) Pejabat yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (21,

sekurang-kurangnya menduduki Jabatan Struktural eselon IV/ b.

Pasal 7O

Atasan Pejabat yang hruenang menghukum yang tidak mengambil keputusan
atas keberatan yang diajukan kepadanya tebih dari 21 (dua puluh safu) hari
kerja, dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

rasan / I
(1) Atasan pejabat yang berq/enang menghukum PNS yang dijatuhi hukuman

disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7O, dapat mengajukan banding

administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

(2) Ketentuan dan tata cara pengajuan banding administratif diatur lebih lanjut

dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal72

(l) Atasan pejabat yang berwenang menghukum PNS yang dijatuhi hukuman

disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 untuk dapat tetap masuk

kerja dan melaksanakan tugas sebagai PNS, maka yang bersangkutan harus

mendapatkan izin dari Bupati selaku PPK, dengan mengajukan surat

permohonan, dibuat menurut contoh Surat sebagaimana tercantum dalam

lampiran angka )O( yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

(2) Penentuan dapat tidaknya PNS yang bersangkutan untuk masuk kerja dan

melaksanakan tugas menjadi kewenangan Bupati selaku PPK dengan

mempertimbangkan dampak pelanggaran disiplin yang dilakukannya

terhadap lingkungan ke{a yang ditetapkan dengan keputusan, dibuat

menurut contoh Keputusan sebagaimana tercantum dalam lampiran angka

)Oil yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Dalam hal PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan tetap

masuk kerja dan melaksanakan tugas melakukan pelanggaran terhadap

kewajiban dan larangan yang dapat dijatuhi hukuman disiplin, maka Bupati

selaku PPK membatalkan izin untuk masuk kerja dan melaksanakan tugas

bagi PNS tersebut.
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(af Bupati selaku PPK dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan dan

pembatalan izin untuk masuk kerja dan melaksanakan kepada Sekretaris

Daerah.

(5) PNS yang mengajukan banding administratif tidak diberikan kenaikan

pangkat, kenaikan gaji berkala, dan persetujuan untuk pindah ke PD atau

instansi lain sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap.

Pasal 73

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

64, dan tidak mengajukan banding administratif, maka gaji berikut seluruh hak-

hak kepegawaiannya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke

15 (lima belas) keputusan hukuman disiptin diterima.

Bagian Kedelapaa

Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin, Hapusnya Kewqiiban Menjalani

Hukuman Disiplin dan Hak-hak Kepegawaian.

Paragraf I
Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 74

(l) Hukuman disiplin yang dljatuhkan oleh Bupati seLaku PPK, untuk jenis

hukuman disiplin :

a. hukuman disiplin ringan, berupa :

l) teguran [san;

2) teguran tertulis; dan

3) pemyataan tidak puas secara tertulis;

b. hukuman disiplin sedang, berupa :

1) penundaan kenaikan gaji berkala selama I (satu) tahun;

2) penundaan kenaikan pangkat selama I (satu) tahun; dan

3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun

c. hukuman disiplin berat, berupa :

1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

2) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

dan;

3) pembebasan dari jabatan;

mulai berlaku sejak tanggal keputusan hukuman disiplin ditetapkan'

(2) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Bupati selaku PPK, untuk jenis

Hukuman Disiplin Berat berupa:
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a. pemberhendan ciengan hormat riciak aias perminiaan senciiri sebagai

PNS; dan

b. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, mulai berlaku pada:

1) hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima,
apabila tidak diajukan banding administratif; dan

2l tanggal ditetapkannya keputusan atas banding administratif, apabila

diajukan banding administratif.

(3) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Sekretaris Daerah, untuk jenis

Hukuman Disiplin Sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah

selama 1 (satu) tahun, mulai berlaku pada:

a. hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima,

apabila tidak diajukan keberatan; dan

b. tanggal diteteFkannya keputusan atas keberatan, apabila diajukan

keberatan.

(a) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang

menghukum, untuk jenis Hukuman Disiplin Ringan berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; dan

c. pernyataan tidak puas secara tertulis;

mulai berlaku sejak tanggal keputusan hukuman disiplin ditetapkan.

Pasal 75

(1) Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu

penyampaian keputusan disiplin, maka hukuman disiplin mulai berlaku

pada hari ke 15 (lima belas) terhitung mulai tanggal penyerahan keputusan

hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan untuk diterima.

(2) Bukti penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dibuat menurut contoh Berita Acara sebagaimana tercantum

dalam lampiran angka )Ofi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Paragal 2

Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin dan Hak-hak Kepegawaian

Pasal 76

(f) PNS yang mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia pada saat

sedang menjalani hukuman disiplin :

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama f (satu) tahun;

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama I (satu) tahun; dan
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d. penurunan pangkat s'etingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dsngan

hormat sebagai PNS.

(2) PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif

diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak

kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas

keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan

diberhentikan dengan hormat sebagai PNS serta diberikan hak-hak

kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-r:ndangan.

(4) PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan telah mencapa.i

batas usia pensiun atau meninggal dunia, maka PNS yang bersangkutan

diberhen ;kan dengan hormat sebagai PNS.

(5) PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan telah mencapai

batas usia pensiun, apabila meninggal dunia maka yang bersangkutan

diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.

(6) PNS y€rng mencapai batas usia pensiun seblum ada keputusan atas banding

administratif, dihentikan pembayaran gajinya sampai dengan ditetapkannya

keputusan banding administratif.

(7) Dalam hal PNS yang bersangkutan seb€llrmnya dijatuhi hukuman disiplin

berupa pemberhentian dengan tidak hormat maka keputusan

pemberhentiannya ditinjau kembali oleh pejabat yang berwenang menjadi

keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS.

Bagian Kesembilan

Pendokumentasian Hukuman Disiplin

Pase.l77

(1) Keputusan hukuman disiplin wajib didokumentasikan oleh pejabat yang

membidangi kepegawaian pada PD tempat PNS bersangkutan bertugas,

dan/atau oleh pejabat pada BKDD yang membidangi penegakan disiplin

pegawai.

(2) Arsip dokumen penjatuhan hukuman disiplin sesuai kewenangal PD wajib

disampaikan ke Bupati selaku PPK melalui BfiDD paling lambat 14 (empat

belas) hari sejak tanegal penyampaian keputusan hukuman disiplin kepada

PNS di lingkungan instansinya.

(3) Setiap jenis hukuman disiplin yang dljatuhkan, dicatat dalam kartu

hukuman disiplin PNS, dibuat menurut contoh Kartu sebagaimana

tercantum dalam lampiran angka )OffI yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupa.ti ini.
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(af Apabila PNS yang bersangkutan pindah ke PD lain atau pindah ke instansi

daerah lain, maka kartu hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), dikirimkan ke pimpinan satuan kerja atau instansi barr. tempa.tnya

bertugas.

(5) Dokumen keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang

bersangkutan.

Bagran Kesepuluh

Ketentuan L^ain-lain

Pasal 78

(1) Surat Panggilan, Berita Acara Pemeriksaan, Surat Keputusan, dan bahan

lain yang menyangkut hukuman disiplin adalah bersifat Rahasia.

(21 Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat

berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan

diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhenti

kan tidak dengan hormat sebagai Cdon PNS.

(3) Dalam hal seorang PNS diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin berupa

pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah,

terlebih dahulu diperhatikan jabatan yang lowong dan kompetensinya.

(4) PNS yang sedang mengajukan upaya administratif tidak diberikan kenaikan

pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapkannya

keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(5) PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan

pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif, tidak

dapat disetujui untuk pindah instansi.

(6) PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan

pelanggaran disiplin tidak dapa.t dipertimbangkan kenaikan pangkatnya.

(71 PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tidak dapat dipertimbangkan

kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya.

(8) PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin dan melakukan pelanggaran

disiplin, dijatuhi hukuman disiplin.

(9) Hasil pemeriksaan pihak berwajib dan unsur pengawasan dapat digunakan

sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan atau melengkapi berita acara

pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan peLanggaran disiplin.

(1O) Apabila PNS masih menjalani hukuman disiplin karena melanggar

kewajiban masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam ke{a dan

melakukan pelanggaran tidak masuk kerja lagi, maka kepada yang

bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebih berat dan sisa hukuman yang
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harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan hukuman disiplin yang

baru ditetapkan.

(11) Dalan hal PNS yang seklumnya dijatuhi hukuman disipl.in penurunan

pangkat setingkat lebih rendah selama I (satu) tahun dan baru menjalani

sebagain dari masa hukuman, apabila yang brsangkutan kemudian

dijatuhi hukuman disiplin berupa penLrrunan pangkat setingkat lebih

rendah selama 3 (tiga) tahun, maka PNS yang bersangkutan hanya

menjalani masa hukuman selama 3 (tiga) tahun kedepan.

(12) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk keda dan meneFti ketentuan jam

kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu

mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang

bersangkutan.

(13) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak

dengan hormat sebagai PNS terhadap pelanggaran disiplin tidak masuk

kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama 46 (empat puluh enam) hari

atau lebih didasarkan atas pertimbangan yang lebih obyektif dari PKK.

Pasal 79

(l) Pelapor yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran disiplin harus

melaporkan secara terh.rlis kepada pejabat berwenang dengan alasan-alasan

yang sesuai peraturan perundang- undangan dan dilampiri bukti-bukti

kongkrit.

(2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat menurut contoh

Laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran angka )OflV yang

merupakan bagan tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Pejabat yang berwenang untuk melakukan pembinaan disiplin tidak harus

menindaklanjuti dan/ atau memproses laporan dugaan pelanggaran disiplin

yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l),

serta Laporan yang bersumber dari telepon, SMS, media cetak/ ori E, ata:J

laporan yang tidak disertai dengan identitas resmi pelapor dan terlapor.

Pasal 8O

Apabila dalam proses penyelesaian terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang

dilakukan tidak ditemukan bukti yang cukup kuat adanya pelanggaran disiplin,

maka pejabat berwenang membuat laporan yang menyatakan bahwa dugaan

pelanggaran disiplin tersebut tidak terbukti dan melaporkan hasilnya secara

hierarki kepada pejabat yang lebih tinggi serta tembusan disampaikan kepada

Pejabat Terkait, Pelapor dan Terlapor.
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Pasa] 81

(l) PNS yang menerima Tambahan Penghasilan bulanan kecuali guru, yang

melakukan pelanggaran disiplin terkait kewajiban masuk kerja dan menaati

ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, selain

dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 15 huruf i, Pasal 16 huruf k, dan

Pasal 17 huruf i, dikenakan juga sanksi pemotongan Tambahan

Penghasilan.

l2l Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diketahui dan dilaporkan oleh Kepala PD yang bersangkutan.

(3) Pengaturan pemotongan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilaporkan kepada Bupati paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah

ditetapkan.

(4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:

a. tidak dicairkan oleh Bendahara; atau

b. apabila sudah terlanjur dicairkan, maka bendahara wajib menyetorkan ke

Kas Daerah paling lambat akhir bulan bedalan.

BAB X

REHABILITASI

Pasal 82

(l) PNS yang tidak terbulrti melakukan pelanggaran Disiplin direhabilitasi nama

baiknya, berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa.

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Pejabat Berwenang.

BABxI
PEMBI NAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 83

(1) Pembinaan terhadap pengaturan hari kerja dan jam kerja PNS yang bekerja di

lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala PD dan Kepala BKDD.

(2) Pembinaan terhadap pelaksanaan penegakan disiplin dan PNS di lingkungan

Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektur, Kepda BKDD, Kepala Satuan

Polisi Pamong kaja dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 84

(1) Terhadap pelaksanaan pengaturan hari kerja dan jam kerja dilakukan

monitoring oleh BKDD dan Tim Satgas Gerakan Disiplin Daerah Kabupaten

Enrekang.
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(2i iiasii monitoring seiragaimana ciimalsuci pada ayat (ii, <iiiairuiran evaiuasi

dan dilaporkan kepada Bupa.ti melalui Sekretaris Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatarmya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Diteta Enrekang

T r4A?+r eog

G,

Diundangkan di
pada

S ENREKANG

CHAIRUL I,ATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2019 NOMOR

S
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I. SI,'RAT PERINTAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN

KOP SURAT

1. Diperintahkan kepada :

a. Nama :

NIP :

Pangkat / Gol. Ruertg :

Jabatan :

Unit Kerja :

b.Nama :

NIP :

Pangkat/ Gol. Ruang :

Jabataa :

Unit Kerja :

LAMPIRAN
PERATURAN BI,JPATI ENREKANG
NOMOR
TETiITANG
PEDOMAN TEKMS PEI.AKSANAAN
PENEGAKAN DISIPI.IN PEGAITAI
NEGERI SIPIL DI UNGKT,JNGAN
PEMERINTAH KABI,'PATEN ENREKANG

FORMAT SURAT PELAKSANAAN PENEGAXAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPI

RAHASI,A
SURAT PERINIAH UNTI.IK MEI,AKUKAN PEMERIKSAAN

NOMOR

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama
NIP
Pangkat/ Gol. Ruang
Jabatan/Pekerjaan
Unit Kerja

dalr PNS serta pejabat/pihak lain yang dibutuhkao keterangan dan klarifikasinya
terkait dugaan pelanggaran disiplin pegawar
tersebut di atas, dengan waktu dan tempat Pemeriksaan yang akan ditentukan
kemudian dan dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

2. Dernikian Surat Perintah ini untuk dilaksanakan sebaik-bailmya.

Enrekang,

Kepala
Seketaris Daerah/PPK J

N.rna

TEMBUSAN:
I
2

NIP
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rOPAI'RAT

Nomor
Sifat
Lamp.
Hal

Rahasia

Eorekang,.......
Kcpa.da :

"* _... . ...... ........_ ... .. .. ... ..'.tffi'
.......Jabatan)

di-Parggllaa I/E if

Enrekaag

Dipermaklumkan,berdasarkan

:i::::3: 1:::_TT3:3Y ::"* Tl _l _ S**
Sehubungan hal tersebut, ddam rangka prmes pennintaan

keterangan/pemeriksaan *) dengan ini karni minta kehadiran Saudara

untuk melngladeF kepada-.

( Jabatan ) pa.da :

(Nam4

Hari

Tanegal

Walrtu

Tempat

Untuk menjadi rnakhrrrr, atas perhatian dan kehadirannya karni
ucapkan terima kasih.

Kepala ........ /Atasan Langsung/
Ketua Tio Pemeriksa r)

Nama
NIP

TEMBUSAN

I
2

r) Coret 5rang 6dqk lrrlui') lUlislah jenis pelanggaran disiplin yang diduga dilekukan oleh PNS yang
bercenernitari.
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m. coNIOH BERTTAACARA PEMERTKSAAN (BA.P)

RAE/TAIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Nomor:

Pada hari ini ................, tanggal bulan tahun Jrrn
bertempat di karni

l.Nama
NIP

Pangkat/ Gol. Ftuang
Jabatan

2.Nama
NIP

Pangkat/ Gol. Ruang
Jabatan

3. dst.

Berdassrkan wewenang yang ada pada Surat Perintah Nomor
melakukan permintaan keterangan/pemeriksaan *) terhadap :

Nama
NIP
Tempat, Tgt. Lahir

Pangkat/ Gol. Ruang

Jabatan/Pekerjaan

Unit Kerja

Karena yang bersanglutan diduga melakukan pelanggaran disiplin terhadap

ketentuan Pasal .. angk" ... huruf .... PP Nomor 53 Tahun 2O1O tentang Disiplin PNS

I l{arena yang bersanglutan dipertukan keterangannya ter*ait dugaan pelangaran

disiplin PNS a-n ...................*)

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukar oleh kami, ia memberikan

jawaban/keterangan sebagai berikut :

f. hanyaaa :

l. Jawaban :

2. Pertanryaalr

telah

2. Jawaban :
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3 dst

Demikian Bcrita Acara Pcmerikseon ini dibuat uotuk dapa:t diSrrnelron sebaAeiosrra
meatinya.

earetag,

YanS diperikss/firnintq ketcra[&rl r) ; llm Femeriksa:
1-Nama:Nama

NIP
Tandatangan

NIP
Tmdatangan

2. N am a: ........................
NIP

r) Coret yang tidak perlu*l Pitft salah satu s€suai PNs/Fejabat/Pihak lein disesuaikan dengan
keGrkaitannya.



Nomor

Sifat

Lamp.

Hal

-v

IV. COI{TOH T.APORAN KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

EOP SI'RAT

Enrekang,.......

Kepada:

Yth (Nana)

Rahasia .......(NIP)

(Jabatan)

Paaggilaa I/II tf di -

Enrekang

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil
pemeriksaan pada hari ........ tanegal ........ bulan tahun
saya/Tim Pemeriksa *) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama

NIP

Pangkat/ Gol. Ruang

Jabatan

Unit Kerja

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan
hukuman disiplin kepada PNS tersebut di atas merupakan kewenangan

*).

Sehubungan dengan hal tersebut, disernpaikan Berita Acara
Pemeriksaan terhadap PNS dimaksud/dan pihak-pihak terkait lainnya J
serta berkas-berkas pendukulg lainnya agar dapat dipergunakan sebagai

ba.l.an untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Untuk menjadi makhrm dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
Kepala (Atasan langsung)

NIP

TEMBUSAN

I
2

.) Coret yang tidak pedu*J Isilah sesuai dengaa nama pejabat yang berwenang menghukum disertai rekomendasi
hukuman disiplin yang harus dilatuhkan sesuai jenis pel,anggaran disiplinnya.
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V. COI.ITOH KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMEMARA DARI TUGAS JABATANT{YA

rOP SI'RAT

RAEASIA

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR

TENTANG

PEMBERHENTTAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN
Sdr................

BUPATI ENREKANG,

Membaca : l. Laporan dari tancgal tentang pelanggaran oleh Sdr.
yang dilakukan pada tanegal

2

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr. .............,........,
atas dugaan pelanggaran disipLin terhadap Pasal ...... angka

Mengingat

huruf ....... yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin
tjngkat berat, perlu menetapkan keputusan tentang Pembebasan
Sementara dari T\rgas Jabatannya;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil
Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
s6$qgairnan4 telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O10 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (l,embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol0 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2l Tahun 20lO
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. dst;

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara :

Nama
NIP
Pangkat/ Gol. Ruang
Jabatan
Unit Ke{a

Terhitung mulai tanggal sampai ditetapkannya
keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf
..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 201O.
Selorna menjalani pembebasan semeartara dari tugas jabatannya

sebagaimana tersebut pada Diknrm KESATU, kepada S&. ......................
tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

KEDUA



I(EIIGA

- 56-

I(cprnrran ini aaaopdran kc,pada VaaS tarmshtm untuk
dibdahtm d.n dilatcranctnn scUagafoEmr rllcrftlya.

Pitaapbdihrc&mg
pAla faaroel

BT,'PATI

Nma

DitcdmaTangd
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VI. CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN

TOPSI'RAT

RAEASIA
KEPUTUSAN
NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGI.JRAN USAN SdT

Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh Sdr.
. yang dilakukan pada tanggalMP

Meogingat

2. Hasil pemeriksaan t^nqsd
Menimbang : a. bahwa menurut hasil pe.meriksaan tersebut, Sdr.

telah melakukan perbuatan berupa ......... ........, dan
terbuldi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... aneka
.... huruf ..... PP Nomo,r 53 Tahu-n 2O1O;

b. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman
disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, untuk menjarnin kepastian hukum Fenjatuhan
Hukuman Disiplin Teguran Lisan Sdr.
dengan Surat Keputusan.

perlu ditetapkan

1. gldang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan kmbaran Negara Republik
lndonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2Ol4 Nomor 6,
Tambahan kmbaran Negara Republik lndoneoia Nomor 54941;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 2214,
Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah
(Iembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O15 Nomor 58,
Tambahan Irmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 56791;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OlO tentang Disiplin PNS
(lembaran Negara Repu.blik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2O10
tentalg Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Femerintah Nomor 53
Tahun 2OlO tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. dst;

MEMTJ'TUSKAN:

Menetapkan
KESATU : Merrjatuhkan hukuman disiplin ringan berupa Teguran Lisan kepa.da :

Na"na
NIP
Pangkat/ Gol. Ruang :

Jabatan
Unit Kerja : karena yang

telah melakukanbersangkutan pada tangal
perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ......
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O1O.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



XEIIGA
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: Scbagaimana dianrr rl.lrr nlsal 30 qd, l2l PP Nmr 53 llahun 2OlO
tcotag Di8iplin pX1g, alnhila yang bcraaagliltm tn..ih Ecngulmgi
pda4gEEm dirdplin yog aa'.a 'noL' hqradmJra atm dijamhi huluom
dfuiplia ymg lcbih bcrat dri hulmmm tcral&ir ymg pcraah {iamhlm.

IGEMP/IT : KGFrtr$n ffi iirarrrtrpikrn lcdayang bc6eS51t6 tmtrk diindah&m
.la" dilahanahn actagEinma Dcldnuta.

DietrytrandiAdmg
pqatra tattgEDl

PP(/K.Eela-.......6taam tmeFungl

DiEinaTanggd .l

NIP
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VII. CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPUN TEGURAN TERTULIS

TOP SI'RAT

RAEASIA
KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG

NOMOR

TENTANG

PENJATUTIAN HI,JKI.JMAN DISIPI,IN TEGI,JRAN TERTULIS

Sdr. ...............

Membaca : l. Laporal dari tanggal
MP

2. Hasil pe'meriksaan tanggaf

tentang pelanggaran oleh Sdr.
yang dilakukan pada tanggal

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. ......................... telah

Mengingat

melakukan perbuatan berupa.......... ......., dan terbukti
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... hurul
..... PP Nomor 53 Tahun 2OlO;

b. bahwa untuk menegakkan disiplin, pe,lu menjatuhkan hukuman
disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dala.tt huruf
a dan l, untuk menjamin kepastian hukum Penjatuhan Hukuman
Disiplin Teguran Tertulis Sdr. ....................... perlu ditetapkan dengan
Surat Keputusan.

1. Undang-Undang Nomor 29 Taiun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Iembaran Negara Repubtk lndonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 18221;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Icmbaran Negara Republik lndonesia tahun 2O14 Nomor 6, Tambahan
lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Femerin'ahan Daerah
(Iembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan llndang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 teartang Penrbahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Femerintahan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58,
Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OlO tentang Disiplin PNS
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20lO Nomor 74,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2l Tahun 2OlO
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2OlO tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin ringan berupa Teguran Tertulis kqrarda :

Nama
NIP
Pangkat/ Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah
melakukan pe, buatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf
...... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OlO.

: Keputusan ini mulai berlaku pa.da tanggal ditetapkan.KEDUA
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XEIIGA : Sebagaimma diatur d.r-- Pasal 30 ryat (2) PF Nmor 5i3 thhua 201O
tcntang Dieiplin P!{S, apabila 5lang bcrsmgtrrtan rnn*ih mcagulangi
pctangaran disiplin yang rarna rnaka fopfflsnya alran dijahrhi hulruran
disiplin yag lebih berat dari hukuman tcraleh yang pcrndh dijambtr.-.

KEEII{PAT : Kcputtrsan ini diEmpaikaa kcpada 5nng b€rsangtutm unhrk diindahkan
darr dilqlcsrrnekan scbagaimana mcstinya-

Ditctapkaa di EDrekaog
11"6s tang3al

m(/I&paI,a........(Atasan langsungl
DitcrimaTangpf

Nma
NIP

IEMBUSAN:
1

2. F?jabt lain yang diepEap perlu.

L*



-61 -

VIII. COT.ITOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA
TERTUUS

EOP EI'RAT

RAEAAIA
KEPUTUSAN

NOMOR

TET.ITANG

PENJATUI]AN HUIOMAN DISIPUN PERIIYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTI,.IUS
Sdr. ...............

Membaca : l. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh Sdr.
NIP yang dilnkukan pada tanggal

2. Hasil pemeriksaan tangqal

Mengingat

Menimbang : a. bahwa mearurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah
melakukan perbuatan berupa ........., dan terbukti
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .... angka.... hunrl
..... PP Nomor 53 Tahun 2Ol0;

b. bahwa untuk meneqakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman
disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

c. bahwa berdasarkan pertiobangan s6!egeim6114 rlimaksgd dalam
huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum Penjatuhan
Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Sdr.

p€rlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat tr di Sulawesi (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan l-mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14 tertang Aparatur Sipil Negara
(I-mbaran Negara Republik Indonesia tahun 2O 14 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik bedonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan I-mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
[Jsrlang Nomor 23 Tahun 2O 14 tentang Pemerintahan Daerah
(I.embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OlO tentang Disiplin PNS
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik lnd6lssin Nomor 5135);

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2l Tahun 2O1O
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2OlO teartang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU Menjatuhkan hukuman disiplin ringan Pernyataan Tidak Puas Secara

Tertulis kepada :
Nama :

NIP:
Pangkat/ GoI. Ruang :
Jabatan
Unit Kerja : karena yang

bersangku tan pada tanggal telah melakukarr
perbuatan yang melanggar ketentuarx Pasaf ... angka .... huruf ......
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OlO.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggd ditetapkan.
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: Scbagaimma {i65s'dclrnr hral 30 ryat (21 PP Nmo 53 Thhua 2OlO
tcoteg Di&tn PNS, r,Inhita ymg bcremglrte rna*ih rncngrrlaogi
pelaagg:arr diniftin yug uoa 'n.l€. kclradanya aem dffatuhi hulnrnm
diaiplin ymg lchih bcrat dari hilotnan tcratfrir ],ang pcnrah diiamtb-

: foprtrrse iai nirarrrFltan tacpaaa ymg bcrlmgfurtan unbk diindahh
den ditcl<raaa}nn ebagi6mapcgtiny1

fXtctapkan di hrehg
pa{s trrrogal

PPI(/KepaIa........(Ataem lmSsrogl

lEI[Bt'SAIf:
l. ...................
2. Dcputi Bid&t Iofcoasi KGDcSEEanlo BEI;
3. Ei.rbet I'in yeDg aianEEnlr pcrlu.

NIP
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IX. COT{TOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN GAJI
BERKAI,q. SELAMA I (SATU) TAHUN

KOP 8I'RAT

RAE/TSIA

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR

TEhITANG

PENJATUTIAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN GA.JI BERKAIj,
SELAMA I (SATU) TAHUN Sdr.

BUPATI ENREKANO,

Membaca : 1. Laporan dari tanggal .... tentang pelanggaran oleh Sdr.
NIP. yang dilakukan pada tanggal

2. Hasil pemeriksaan tanggal
Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah

Menglngat

melakukan perbuatan berupa ......... , dan terbukti
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka.... huruf
..... PP Nomor 53 Tahun 20lO;

b. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman
disiplin yang serirnpal dengan pelanggaran disiptin yang dilakukannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana rlimaksud dalarn
huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum Penjatuhan
Hukuman Disiplin Penundaan l(6nqikarr Gaji Berkala Selarna f (Satu)
Tahun Sdr. perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 20 14 Nomor 6,
Tambahan l.cmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 54941;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2O 14 tentang Penerintahan Daera.h
(lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O1O tenteng Disiplin PNS
(lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan lGpala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2O1O
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2OlO tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin sedang berupa Penundaan Kenaikan Gqji
Berkala Selama I (Satu) Tahun kepada :

Narna
NIP:
Pangkat/ Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Keda :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah
melakukan perbuatan yang meldmggar ketentiien Pasal ... aner<a .... huruf
...... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.



KEDUA

KEIIGA
KEEMPAT

IGIIMA
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: Penundaan kerraikan g{i berkala bad PNS sebagairana tersebut pada
Dihrm KESATU teftituag -r1gi to"ggal kennikqn gaji b€rkala yang
eharuerrya dapat dipe, timbanqkaa dan dihitung selama 1 (satu) tahun
penuh.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggd ditetapkan.
: Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2OlO

tentang Disiplin PNS, apabila yang bersangkutan masih m€ngulangi
pelanggamn disiplin yang sama rnaka kepadanya akan dijatuhi hukuman
disiplin yang lebih berat dari hukuman terakhir yang pernah dijatuhkan.

: K€putusan ini disampaikan kepada yang bersangfutan unhrk diindahkan
dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang
Pada targgaf

BI.JPATIDiterima Tanggal

TEMBUSAN:
l. Fejabat lain yang dianggap perlu.

Nar"lF
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X. CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT
SELAMA l (SATU) TAHUN

EOP SI'RAT
RTEASIA

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA I
(SATU) TAHUN Sdr. ...............

BUPATI ENREKANG,

Membaca ; l. I ^F6r6n dari tanggal .... tentang pelanggaran oleh Sdr.
NIP yang dilakukan pada tanggal

2. Hasil pemeriksaan tanggal
Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah

Menglflgat

melakukan perbuatan berupa ........., dan terbuldi
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf
..... PP Nomor 53 Tahun 2Ol0;

b. bahwa untuk rienegakktui tlisipliri, perlu menjatulrikan hukuman
disiplin yang se ;mpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, untuk menjamin kepastian hukum Penjatuhan
Hukuman Disiptin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama I (Satu)
Tahun Sdr. perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

l. Undang-Undaflg Nomor 29 Tahiin 1959 tentailg Pembennrkan Dacieh
Tingkat II di Sulawesi (I-mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Repubtk lndonesia
Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lrmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O 14 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaia,n Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sslagai"rrana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Pembahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2Ol0 tentarlg Disiplin PNS
(Iembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OlO Nomor 74,
Tambahan l.embaran Negara Republik lndonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Kcpala Badan Kcpcgawaian Negara Nomor 2l Tahun 20lO
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiptin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU Menjatuhkan hukuman disiplin sedang berupa Penundaan Kenaikan

Palgkat Sela:na 1 (Satu) Tahun kepada:
Nama
NIP

Pangkat/ Gol. Ruang
Jabatan
Unit Ke{a
karena yang bersangkutan pada tanggal telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf
...... Peraturan Pemedntzrh Nomor 53 T,rhun 2O1O.



KEDUA

KETIGA
KEEMPAT

IGLIMA
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: Penundaan ftqleiken pangkat bagi PNS sebagaimana t€rs€but pada
Dikum KESATU terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat yang
oeharusnya d.fat dipertimbanglan dan dihitung aelprna I (satu) tahun
pearuh.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanqgal ditetapkan.
; $6fuqtnirncna diatur dalam Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2O10

tentang Disiplin PNS, apabila yang bersangkutan masih mengulangi
pelanggaran disiplin yang sFrna meka kepadanya akan dijatuhi hukuman
disiplin yang lebih berat dari hukuman terakhir yang pernah dijatuhkan.

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkut^n untuk diindahkan
dan dilaksanakarr sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Eruekang
Pada tanggal

BUPATI ENREKANGDiterima Tanggal

TEMBUSAN:
I
2. dst

Nama
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XI. CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT

LEBIH RENDAH SEI^AMA I (SATU) TAHTJN

KOP SI'RAT

RAEASIA
KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG

NOMOR

TETTITANG

PENJATUHAN HI.JKUMAN DISIPUN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH
RENDAH

SELAMA I (SATU) TAHUN Sdr. ...............

BUPATI ENREKANG,

: Laporan Tim Pemeriksa No: ..... tanggal ....... tentang Laporan Hasil
Pemeriksaan terhadap Sdr. ........... NIP
Unit Kerja

Menimbang : a. bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa tersebut,
Sdr... telah melakukan perbuatan berupa ., dan terbukti
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf
..... PP Nomor 53 Tahun 2010;

b. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman
disiplin yang se.'-pal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalem
huruf a darr huruf b, untuk meqlamin kepastian hukum Penjatuhan
Hukumal Disiplin Penurr.nan Pangkat Sletingkat Lebih Rendah
Selama I (Satu) Tahu-a Sdr.
Keputusan Bupati.

perlu ditetapkan dengan

Mengingat

Jabatan

l.

2.

3.

4.

5.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Sulawesi (I-mbaran Negara Republik lndonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara
(kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O 14 Nomor 6,
Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua atas Undalg-
Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O lO Nomor 74,
Tambahan l.embaran Negara Republik ft1de16sie Nomor 5135);
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2l Tahun 2Ol0
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 20lO tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin sedang berupa Penundaan Kenaikan
Pangkat gslarna I (Satu) Tahun kepada:
Nama
NIP
Pangfuat/ Gol. Ruang
Jabatan
Unit Ke{a
karena yang bersangftutan telah terbulci melakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan Pasal ... angka.... huruf ...... PP Nomor 53 Tahun
20r0.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal I bulan ......... tahun pangkat Sdr.
diturunkan dari pangkat ....... golongan ruang .... menjadi

pangkat .......... golongan ruang ......dan terhitung mulai tanggal I bulan
........ tahun .......... pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.

: Terhitung mulai tanggal I bulan .. tahun ... sebagai akibat penurunan
pangkat tersebut gaji pokok Sdr. ... diturunkan dari Rp. ....... (...........)
menjadi Rp. ......... ( . . . . . . . . . . . . . . ) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan .....
tahun ...... gaji pokolarya dikembalikan pada gaji pokok semula.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
: Sebagaimana diatur dalam Pasal 3O ayat l2l PP Nomor 53 Tahun 2Ol0

tentang Disiplin PNS, apabila yang bersangkutan masih mengulangi
pelanggaran disiplin yang sana maka kepadanya akan dijatuhi hukuman
disiplin yang lebih berat dari hukuman terakhit yang pernah dijatuhkan.

: Keputusan ini disampaikan kepada yong bersanglutan untul< diindahkan
dan dilaksanakan ss[ageirnan2 6estinya.

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal

Diterima Tanggal

BI.JPATI ENREKANG

Nama

TEMBUSAN:

KETIGA

KEEMPAT
KELIMA

KELIMA

1

2 Pejabat lain yang dianggap perlu.
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)(II. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH
RENDAH SELAMA 3 [nGA) TAHUN

EOP BT'RAT

RAEASIA

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR:

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH
RENDAH SEL-AMA 3 fflcA) TAHUN Sdr- ...............

BUPATI ENREKANG

Membaca : Laporan Tirn Pemeriksa Nomor ..... tanggal ....... tentang Laporan Hasil
Pemeriksaan terhadap Sdr. ........... NIP. ..-........... Jabatan
Unit Ke{a

Menimbang : a. bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaaa Tim Pemeriksa tersebut,
S&... telah melakukan perbuatan berupa , dan terbukti

Mengingat

melakukan pelanggararr terhadap ketentuan Pasal..... angka ....
huruf ..... PP Nomor 53 Tahun 2010;
bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu meljatuhkan hukuman
disiplin yang se i-pd dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaitnana dimaksud dalarn
huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum Penjatuhan
Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah
Selarna 3 (Trga) Tahun S&. ........ perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Sulawesi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara
(kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O 14 Nomor 6,
Tambahan kmbaran Negara Republik tndonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2O 14 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O15 Nomor 58,
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O10 tentang Disiplin PNS
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2Ol0
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2OlO tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

KESAru : Menjatuhkan hukuman disiplin berat bempa Penundaan Kenaikan
Pangkat Selarna 3 (Tiga) Tahun kepada:
Nama
NIP
Pangkat/ Gol. Ruang: ...........
Jabatan
Unit Ke{a
karena yang bersangkutan telah terbukti melakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ...... PP Nomor 53 Tahun
20ro.

b.

c.

l.

c

3.

4.

5.
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KEDUA : Terhitung mulai tangal I bularl ......... tahun pangkat Sdr.
dituruDkan dari pangkat ....... golongan rrang .... menjadi

pangkat .......... golonqan ruang dan terhitung mulai tanegal I

KETIGA

bulan ........ tahu-a .......... pangkatnya dikembalikan pada pangkat
semula.

: Terhitung mulai tangal f buhn ...... tahun ..... sebagai akibat penunrnan
pangkat tersebut gqii pokok Sdr. .......... dituunkan dari Rp.
(...........) menjadi Rp. ......... ( . . . . . . . . . . . . . . ) detr terhitung mulai tanggal 1

bulan ..... tahun ...... ga$i pokohya dikembalikan pada gaji pokok semula.
; K€putusan ini mulai berfaku pada tangmf ditetapkan.
3 $ebegeirnaaa diatur dalam Pasal 30 ayat l2l PP Nomor 53 Tahun 2OlO

tentang Disiplin PNS, apabila yang bersanglutan masih mcngulangi
pelanggaran disiplin yang sama maka kepa.danya akan dijatuhi hukuman
disiplin yang lebih berat dari hukuoan terakhir yang pernah dijatuhkan.

: Keputusan ini disampeikcn kepada yang bersangkutan untuk diindahkan
d61 dileksarrekan scbagaimana mestinya.

KEEMPAT
KEUMA

KEENAM

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal

Diterima Tanggal BI,'PATI ENREKANG,

Nama

TEMBUSAN:
I
2. Fejabat lain yang diangap pcrlu.
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XII. COIITOH KEPUTUSA}I HUKUMAN DISIPLIN PEMINDA}IAN DAI.AM RANGKA
PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH

rOP SI'RAT

R.AEASIA

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPUN PEMINDAHAN DAI.AM RANGKA PENURUNAN
JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH Sdr. .............--

BUPATI ENREKANG,

Membaca : Laporan Tim Pemeriksa No: ..... tanggal ....... tentang Laporan Hasil
Pemeriksaan terhadap Sdr. ........... NIP. .............. Jabatan
Unit Kerja

Menimbang

Mengingat

:4.

b.

c.

: 1.

.,

3.

4.

5.

bahwa sesuai Taporan Hasil Pemeriksaan Tirn Pemeriksa tersebut,
Sdr... telah melakukan perbuatan berupa .............., dan terbukti
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka.... huruf
,.... PP Nomor 53 Tahun 2Ol0;
bahwa untuk menegakkan disiptin, perlu menjatuhkan hukuman
disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagqiman4 dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, untuk menjamin kepastian hukum Penjatuhan
Hukuman Disiplin Pelnindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan
Setingkat Lebih Rendah Sdr..................... perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Sulawesi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambabarr Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(kmbaran Negara Republik Indonesia tahun 2O14 Nomor 6,
Tambahal [,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lcmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
56lagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2O 14 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 I O Nomor 74 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2l Tahun 2O1O
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2OlO tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa Pemindahan Dalarn Rangka
Perrurunan Jabatan Setingkat kbih Rendah kepada:
Nama
NIP
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan
Unit Kerja
karena yarrg bersanglutan telah terbukti melakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ...... Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2OlO.

: Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalarn 1ry1qka penurunan jabatan
setingkat lebih rcndah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
; $glagaitnan4 diatur dalem Pasal 3O ayat l2l PP Nomor 53 Tahun 2Ol0

tentang Disiplin PNS, apabila yang bersangkutan masih mengulangi
pelanggaran disiplin Jrang sama 6aka l6gpadanya akan dijatuhi hukuman
disiplin yang lebih berat dari hukuman terakhir yang pernah dijatuhkan.

: Keputusan ini disarnFaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan
dan dilaksanakan sebaeaimana mestinya.

PilstaFkan di Enrekang
Pada tanggal

Diterima Tanggal BUPATI ENREKANG,

Nama

TEMBUSAN:

KEDUA

KETIGA
KEEMPAT

KELIMA

l.
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.
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XIV. CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBEBASAN DARI JABATAN

KOP SI'RAT
RAE,ASIA

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR:

TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBEBASAN DARI JABATAN

BUPATI ENREKANG,

Membaca : Laporan Tim Pemeriksa Nomor tanggal ....... tentang Laporan Hasil
Pemeriksaan terhadap Sdr. ........... NIP. ....
Unit Ke{a ..............................;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan l.aporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa
tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa

il;il;;;;; ;iul* T"'H :;i"frH gffi#?oi;l"**
b. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman

disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaqaimata dimaksud dalam hurul

a dan huruf b, untuk menjarnin kepastian hukum Penjatuhan
Hukuman Pembebasarr dari Jabatan . . . . . . . . . . . . . . 

-) Sdr.
perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara
(kmbaran Negara Republik Indonesia tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Icmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 14 Nomor 244,
Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
56foagaimana telah diubah beberapa ka1i, terakhi dengarr Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2O 14 tentang Pemerintahan Daerah
(L.embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O 15 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2Ol0 tentang Disiplin PNS
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O lO Nomor 74,
Tar''bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2O1O
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa Pembebasan dari Jabatan
") kepada :

Nam.a
NIP

Pangkat/ Gol. Ruang
Unit Keda

Jabatan

sehingga yang bersangkutan menjadi
........................*) karena telah terbukti

perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.. angka ..
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OlO.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

tenaga
melakukan
huruf ......

KEDUA



KEIIGA

IGEMPAT

DitffinaTanggal

TEMBUSAN:

-74 -

: Sebagaimana diatul dalarn Pasal 30 ayat (2) PF Nomor 50 Thhua 2OlO
tmtary Disiolin PNS, apabila yang bersangkutar rnraih mcngulmgi

disiplin yang sama rneta kqtaden5ra akan dijatuhi huloman
disiplin yang lebh berat dari hukumm terafftir yaag p€rnah ,riiahrhkm.

: Kqrutusan ini disampaikan kcpada ymB b€rsaagtrr'-rt urtuk diindahkan
r{an dilstscrn alr,*r sebagaimana m6gtinya-

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal

BUPATI ENREKANG,

f{arne

I
2, Fejabat tain yeng dianmp perlu.

*) T\rlislah "rr"o jabatan strulfifal atau fungsi@al PNS yang bcrsangf,u--n.
*r) Trrlislah nama jabatan baru PNS ymg bersanglutan setelah dibebaskan dari

jabatan sebelumn5ra.
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XV. KEPUTUSA}I HUKUMAN DISIPUN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMATTIDAK
ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS

KOP AI'RAT
RTEASIIA

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR:

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHEI\TTIAN DENGAN HORMAT
TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS SdT.

BUPATI ENREKANG,

Membaca : Laporan Tim Pemeriksa Nomor tanggal ....... tentang
I -aForart Hasil Pemeriksaan terhadap Sdr. ........... NIP. .................. Jabatan

Unit Kerja
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa

tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
......, dan terbukti melakukan pelanggaran terhadap

ketentuan Pasal ..... angka ...... huruf ..... PP Nomor 53 Tahun 2OlO;
b. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman

disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
c, bahwa berdasarkan pertinbangan selagairnzla rtimaksud dalam

huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum Penjatuhan
Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas
Permintaan Sendiri Sebagai PNS Sdr.
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

perlu

Mengingat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat II di Sulawesi (L.embaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan I-mbaran Negara Republik
Indosnesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 terrtang Aparatur Sipil Negara
(Irmbaran Negara Republik Indonesia tahun 2O14 Nomor 6,
Tambahan lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 terrtarrg Pemerintahan Daerah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tanbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58,
Ta:nbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambal.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2l Tahun 2O10
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2OlO tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN;

ysnetrFkan
KESATU Menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian Dengan

Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS kepada:
Nama
NIP
Pangkat/ Gol. Ruang
Jabatan
Unit Ke{a
karena yang bersanglutan telah terbukti melakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ...... Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2O1O.

I.

2.

3.

4.

5.



XEDUA

XEIIGA

XIilFTfPAT
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: I(cpada kgawai NeEri Sipil tErscbut dalern piftq1a I(ESAflI, dibcrih
hak-hak kepcgavaian @8i d€"rgcrl perafurm pcrunAmg-undangEo

: Apobila tidak ada bmdng arlrainstrretif, rrraka Keprlrrrm ini mulai
bcitahr pada hfii kdima bdas tcrhilutrE Eulai hn@l PNS ymg
bcrsmghrtm rrsrcrirno kcprtusm ini

: Keprtrsen ini fi*enTroifrqn bpada yans bcrseS*altm uafuL diindaht"s-
den dilckg.neten SebAgAiEmA n€StinF-

Ditctadm di Enret "-S
Iulafrrl.,EEl

BT,'PAT' ENREKANG,Oiteciaafbngpt

TEMBUSAI{:

Naoa

I
2. Dcprti Bidaog tnftmrad KcpcgEwabn Badan Xepgrwabil I{cSEra;
3. F{abat uin yaog dimgap pcrlu.
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XVI. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHET{TIAN TIDAK DENGAN HORMAT
SEBAGAI PNS

TOP sI'RAT
RTE,ASIA

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR

TENTANG

PENJATUFIAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT
SEBAGAI PNS SdI.

Membaca
BUPATI ENREKANG,

: La.poran Tim Pemeriksa Nomor............ tanggal ....... tentang [aporan Hasil
Pemeriksaan terhadap Sdr. NIP. Jabatan

Unit Kerja .............................. ;
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa

tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
, dan terbulrti melakukan pelanggaran

Mengingat

terhadap ketentuan Pasal ...... angka ..... huruf ..... PP Nomor 53
Tahun 2Ol0;

b. bahwa untuk menegald<an disiplin, perlu menjatuhkan hukuman
disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dala'n
huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum Penjatuhan
Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS
Sdr. ............... perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndosnesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentarrg Aparatur Sipil Negara
(Iembaran Negara Republik Indonesia tahun 2Ol4 Nomor 6,
Tambahan l,embaral Negara Republik lndonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 ten.tar:g Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 14 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, teraktrir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2O 14 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58,
Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 201O tentang Disiplin PNS
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peratural Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2l Tahun 2OlO
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2O10 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat Sebqgai PNS kepada :

Nama
NIP
Pangkat/ Gol. Ruang
Jabatan
Unit Kerja
karena yang bersanglutan telah terbukti melakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan Pasal ... angka.... huruf ....., PP Nomor 53 Tahun
2010.
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: Apebila tidak orla toalns adrninstatif, rncla Kcpuhrrm ini mulai
bcrlakr pada hri kelirna $616s tatihrog mulai +lncEal PNS yag
bcrsmSkutm rrrcrrcrirrr. kcprtuaan ini

: KqxrUram fui fiemlgilt:n kepada ymg terrmghrt4 tmtuk diindabtr.-
dan dilatrcnckrn rbagEipma 43dnya-

Dit*aptmndi Uretmg
;566+angml

BT'PAfi ENREXANG,IItcrimaTaogal

IEMBUSAN:

l. .......-..................--.....-.......--..;
2. DeBfi Bidaog tnfuani XcpcgEsaian Badan f,cpcgEsahr Ncgara;
3. hphttri'r yangdboE p Ffu-

f{anna

a
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XvII.@TtrcH SURAT PAN(K}IIAN TNTTT'K MENERXMA (EFUTUSAN HUKI,'MAN
DISIEIN

roPgrnar

I

IIal : Ur|lt
fryCrrohbrn
Ur&ttr

IEIIB{ISAI{:

Bargmg......
I(tpada :

'* 
:::.::.::.:.:..:..:..:::.:::. :.:.::: . ::ffi,.,

Enftrrang

Dipcrmslduolm, badasutan l(c,prtrrsaa

Nmc +4n@l tentmgRnjahrhan

Hukrmm Ditndin .,......., dcng.rr ffi kenli

Einta k h.dirsn SAndAa untuk rrrelrtFadqr k€eada (Nma)

( Jabatanl uahrk mencrira kepuhrratr dirnaksud lnda:

Hai
TanSEal

Wahu

T€mpat

Untrk mcqiadi perhatian d.n kchedirmop

I(ceala ........ /Atasan tangsung/
IG{ua Tim Fcmcriksa r)

I
2
tl Ccet yang fi.Lt Ftu



-80-

XVIII. KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

TOP SI'RAT

RTEASIA

KEPUTUSAN
NOMOR:

KEpurusAN eres reee#rXITeGN.lAruFrAN HUKUMAN Drsrpl,rN

Sdr

Membaca :1. Surat keberatan yang diajukan oleh Sdr.

pangkat jabatan tanggal
2. Surat tanggapan Sdr. NIP

jabatan
pangkat

tanggal sebagai Pejabat yang

Nomor

NIP

berwenang menglrukum;
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan

tanggal
jabatan telah

Sdr. ......................... NIP. ....,...............
dijatuhi hukuman

pangkat
disiplin

Mengingat

berrpa
b. bahwa setelah memperhatikarr dan mempelajari dengan seksama

keberatan yang diajukan oleh Sdr. ........................ MP
pangkat jabatan tanggal dan
tanggapan dari tanggal dapat di,mbil
kesimpulan bahwa penjatuhan hukuman
dislplin kepada Sdr. ............... sudah sesuai / tidak sesuai **)

dengan
perbuatan yang bersangkutan darr peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana rlimaksud dalam
huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum penetapan
Keputusan memperkuat / memperingan / membatalkan **) hukuman
disiplin S&.
Bupati.

perlu ditetapkan dengan Keputusan

l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat II di Sulawesi (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tanbahan Lembaran Negara Republik
Indosnesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara
(kmbaran Negara Republik lndonesia tahun 2Ol4 Nomor 6,
Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahal Daerah
(I-mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58,
Tambahan [.embaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OlO tentang Disiplin PNS
(Iembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20lO Nomor 74,
Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2l Tahun 2O1O
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2OlO tentang Dsiplin Pegawai Negeri Sipil;
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MEMURJSI(AN:
Menetapkan :
XESAru : Meaperlmat / memperingan / membatalkan ef hukuman disiplin yang

dijaUhkm kcpada Sdr. NIP
pmgkat jabatan udt kerja

berupa
sesuai dengan keputusan Nomor +anqal

., mcajadi hukuman disiplia *)
KEDUA

KBIIGA

DiterimaTangaf

: Keputusan ini mulai bedaku pnda +qngel ditetapkan.

: I(eputuean ini disampaikatr kepada,'ang bersangkutan lsfsl diindahkan
dnn dilalrsanntan sebagaimana medinya..

Ditetapkan di Enrekang
1561s rengqal

PFK/KepaIa-......-... (Ataeso langEurgl
')

fiarna
NIP

IEMBUSAN:

l. ..................................................;
2. Dcputi Bida[g lnftrnasi Kcacaaraian Badaa Kepcggpaian Ncgara;
3. Fejabat lain yang diangap perlu.

') TUlistah namajabatm dari pejabat yang menctapkan keputuaatr atalt keb€ratan
nf Corct yaag titak pcrlu
*) liigi dslarrr hal mempcringEn atau E€mp€f,b€rat hukuman disiplin
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)(IX. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN BATAL DEMI HUKUM

KOP SI'RAT

Enrekang,.......

Nomor :

RahasiaSifat
I^amp.
Hal : Pcnberltehuea feputuraa

Bstsl DeEf Eutun

TEMBUSAN:

Bupa.ti dan Wakil Bupa.ti Enrekang (sebagai faporan);
Sekretaris Daerah Kabupa.ten Enrekang;
Inspektur IGbupaten Enrekang;

(Atasan pejabat yang berwenang menghukum);
Pejabat lain yang dianggap perlu.

Enrekang

Dipermaklumkan, dengan ini diberitahukan bahwa surat

keberatan atas Keputusan Nomor :................... tentang hukuman disiptin

berupa yang Saudara ajukan pada tanggal ........ dan

diterima oleh atasan pejabat yang brwenang menglrukum pada tanggal

telah lebih 2l (dua puluh satu) hari kerja, tetapi atasan p{abat
yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan.

Sehubungan hal tersebut, berdasarkan Pasal 37 ayat (4)

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OlO, maka Keputusan Nomor :

tentang hukuman disiplin berupa batal demi

hukum.

Untuk menjadi mallum, atas perhatiannya kani ucapkan terima kasih.

Kepala ........ /Atasan L^angsung/
Ketua Tirn Pemeriksa *)

Nama

MP

1

2
3
4
5

+) Coret yang tidak perlu
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)O( CONTOH PERMOHONAN IZIN UNTUK DAPAT MASUK KER*IA DAN
MEI-AKSANAKAN TUGAS SEIIIMA DAII,M PROSES BANDING ADMIMSTRATIF

EOP SI'RAT

Enrekang,
Kepada:

Sifat
Lanp.
Hal

Yth. Bupati
Enrekang

di-
Enrekang

: Pormohoana Lln Uasr.k KcrJa pada
Uare
Proo6 neadfog Adotalrtrattf

Di1rcrmakl" mkan, bahwa atas Keputusan Nomor tanggal

tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan

Hormat Tidak Atas Atas Permintaan Sendiri/Pemberhentian fidak Dengan

Sebagai PNS *), saya telah mengajukan banding administratif kepada

Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), pada tanggal

kopi terlampir ).

( foto

Sehubungan hal tersebut, sambil menunggu keputusan Badan

Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dengan ini saya mengajukan

permohonan izin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas di

lingkungan

Untuk menjadi 6akhrm, atas perhatian dan perkenannya saya ucapkan terima

kasih.

Pemohon

Nama
NIP

TEMBUSAN:
l. Sekretaris Daerah;
') Cor€t yang tidak perlu

Rahasia



u

XxI. CONTOH KEPUTUSAN DAPAT/TIDAK DAPAT MEI.AKSANAKAN TUGAS BACI
PNS YANG MENGA.'UKAN BANDING ADMINSTRATIF KE BAPEK

KOP SI'RAT
RAEASIA

KEPUruSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR

TENTANG
.......... UNTUK DAPAT / TIDAK *) MET AKSANAKANPENETAPAN Sdr. ...............-...-

TUGAS SET.AMA MENGAJUKAN BANDING ADMIMSTRATIF KE BADAN
PERTIM BANGAN KEPEGAWAIAN

BUPATI ENREKANG,

Membaca : l. Surat permohonan untuk dapat melaksanakan tugas yang diajukan oleh
Sdr MP. pangkat .......... jabatan
tanggal ;

2

Menimbang a bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor: ......... tanggal
Jabatan

telah dijatuhi hukuman disiplin berupa

c

b. bahwa atas keputusan sebagaimana dirnaksud dala'n huruf a, S&.
telah mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan

2

Kepegawaian IBAPEIq pada tanggal ..................... ;dst,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a,
b, dan c, untuk menjarnirr kepastian hukum Penetapan Sdr. ...............
untuk Dapat / Tidak Dapat r) Melaksanakan T\rgas Selama Mengajukan
Banding Arlministrasif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Ting!<at II di Sulawesi (Lembaran Negara Repubtk lndonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tarnbal.an Iembaran Negara Republik Indosnesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tefia;rg Aparatur Sipil Negara
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
kmbaran Negara Republik krdonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(lembaran Negara Republik lndonesia Ta]run 2014 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undarrg Nomor 9 Tahun
2Ol5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OlO tentang Disiplin PNS
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20lO Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2l Talun 2OlO
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2O lO tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : I

3

4

5
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Menctapkm
KESITTU

I(EDUA

BENGA

KEEhIPAT
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MEMUruSI(AN

: Kepada S& NIP .................... Jabatan ............-.... Unit
Kerja Dapat/Ifdak Dapat **) melatsanakan trgag sclama
m€ngQiukatr banding cdrrrinist:afir ke Badm nertitaUansan Kepcg.saian.

: Sclama Srang bersmglrrtan melaksanakm hrgps geiinya tetap dibayarkan.

: IGputtr*gn ini mulai bcrlaku pnda +anqml ditctapkm.

: IGlruhrsan l1i disanFqikan kePada yang bcrsaagEutan unhrk rlilnltnenqkan
sebagaimana mestinya-

Oitetapkan di hrckms
1la(lg tangEal

BUPAfiENREKNIG,

Name

Oiterima tanggal

Nama
NIP

TembusanYth:
l. ..................dst;rf Tlilislah nma jabatm dari pejabat yans menetrykm kepuhrsan
*) Ccet yang tidak pcftr

rt
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)Ofl.COI{TOH BERITA ACARA SEBAGAI BUKTI KETIKA PNS TIDAK HADIR DAI.AM
PENYAMPAIAN HUKUMAN DISIPLIN

BERITAAGARA
PF.IYYATPAIIIT EI'XIIUAIT DISIPLUT

Pada hari ini ..................., tanggal ........ bulan ..... tahun ..... jam bertempat di
karni :

l. a.Nama
NIP
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatarr

b.Nama
NIP
Pangkat/ Gol. Ruang
Jabatan

c. dst.
Selaku Tim Pemeriksa, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama
NIP
Panglat/ Gol. Ruang
Jabatan
Selaku Atasan l^angsung/Kepala Unit Kerja, selanjutnya disebut PIFIAK KEDUA

1) Sehubungan telah terbitnya Keputusan Bupati Enrekang Nomor :

tanggal tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin
Sdr. ..............., MP. ................ Jabatan/Unit Kerja PIHAK

KESATU telah memanggil yang bersanglutan untuk menerima SK dirnaft5pd pa616

tanggal ........, namun yang bersangkutan tidak hadir pada waktunya.
2) Selanjutnya, PIHAK KEDUA telah menerima SK tersebut dan menyampaikannya

pada alamat terakhir yang diketahui dan tercatat di unit kerja pada tanggal
dan telah diterima oleh yang bersangkutan langsung/pihak

keluarga/yang bersangkutan menolak *)(dibulctikan Surat Penolakan *)).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung/Kepala Unit Kefa : Tim Pemeriksa:
Nama l. Nama

NIP NIP:
Tandatangan

Tandatangan

2. Nama

NIP

3

Tandatangan

dst.



-47 -

)O(IrI. CONTOH KARru HUKUMAN DISIPLIN PNS

RAEASIA

rARII' EI'BI'IAT DHII.IT PETIAYAI f,EGERI sIPIL

NAMA

NIP

PANGKAT/GOL. RUANG

JABATAN

UNIT KER.IA

ro
JEXTIB EI'BI'IAI|
DISIPI.IIT YATG
DIJAIUETA.f,

@tmrsAr
rEtIR/ITGAII

PE.'ABAT TOIOR TAIrG(iAL

I 2 3 4 5 6
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)OOV. SURAT PEI,APORAN/PENGADUAN DUGAAN PEI,{IYGGAIA{Y DISIPLIN

AI'RAT / TAI|PA EOP IPRIBAD TI

Nomor
SiIat
l,amp
Hal

TEMBUSAN:

Enrekang,.......

Kepada:

/ /.....................
Rahasia
I (Satu)
Pcagaduen/ Pcleporu dugaaa
dcngen pct ggargn dlrtplta

Yth. Enrekang /
Kepala

di-

-)

Enrekang

Dipermaklumkan derrgan hormat, dengan ini kami :

J{atna
NIP
Pangkat/ Gol. Ruang:
Jabatan/Pekerjaan :

Unit Ke{a/Iemb,ga:
Alamat :

melaporkan adanya dugaan pelanggaran disiplin berupa
dilakukan oleh seorang PNS a.n. :

Nama
MP
Pangkat/ Gol. Ruang:
Jabatan/Pekerjaan
Unit Kerja

Selanjutnya, dengan ini kami sampaikan lironologis dan buffti-bukti dugaan
pelanggaran disiplin, dimaksud sebagai berikut :

l. Kronologis **)

2. Buhi-bulrti (terlampir) r*)

Untuk menjadi nrakh'rn, atas perhatian dan lrrkenannya kami uqapkan
terima kasih.

Kepala /Atasan Langsung/
Pelapor r)

MP

') Coret yang tidak pcrlu, surat kibadi fanp6. noEor surat

<l

yang

I
2

a

I

P,
\

P
G,


